LA\/ERDE -

PE AL B
No : 0009/COWELL-SPLVIVI2012

Pada han ini, Minggu tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ridu dua belas (27 - 5 - 2012), yang
bertanda tangan di bawah ini

1. Nama . NOVIIMELLY
Dalam hal ini bertindak daiam jabatannya sefaku Direktur dan dan oleh
karenanya sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian unluk dan atas nama
perseoan ferbatas PT. Cowell Development Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Nams LOA JIMMY KAMAJAYA
Alamat Ji. Agung Utara | Biok E No.28, RT 004 RW.018 Kel. Surter Agung
Kec. Tanjung Priok - Jakana Utara
- No. KTP/SiM 0951033101580942
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secars bersama-sama selanjutnya dwsebut “Para Pihak’. dan masing-
masing disebut "Pihak’

Para Pihak terlebéy dahulu menerangkan hal-hal sebaga: berikut:
Menerangkan

+ Bahwa Pihak Pertama adalah pengembang kompiek Perumahan / Rumah Toko (Ruko) La Verde,
terletak di desa Jalupang, Kecamatan Sespong Utara Kota Tangerang Selatan .

+ Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju unluk membual peranjian pengikatan jual beli atas TANAH
DAN BANGUNAN Rumah / Ruko (yang ada / sedang/ akan didirikan diatasnya). yang kefentuan dan
syarat-syaratnya tertuang pads Lampiwan keteniuan-ketenluan dan syarat-syarat Peranjian
Pengikatan Jual Beli, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapal dipisahkan senta kondisi dan
. syaral pembayaran sebagaimana diatur dalam penanjian inl (uniuk selanjutnya dsebul “Perjanjian
- Penglkatan Jual Beli/PPJB").

1. Obyek perjanjian ini adalah:
Sebidang TANAH DAN BANGUNAN berupa rumah / ruko, yang terétek di “Perumahan La

Verde .

a. Cluster /NomorUnit ; D2/ 28

b, Keturahan . Jelupang

¢ Kecamatan | Semong Utara

d, Luas Tanah (M2) 0m2

e Luas Bangunan (M2) @ 7i1m2

f. Type : Achantus

2. Penanjian ini dilangsungkan dan dierima dengan harga sudah lermasuk shb:
a. Harga Tanash ‘Rp. 358.940,908,-
h. Harga Bangunan ' Rp. 188.150.000,-
1
paef. 7}
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PT Cowell Development Thk. ; !
Graha Atrium 3rd, Fl,, Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 "T | ~°.u == ||

(1) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919 b




¢ PPN TANAH DAN BANGUNAN Rp. 54.709.091,-
d ljin Mendirikan Bangunan

& Biaya pemecanan sertipikat (HGB) ke atas nama Developer
f.  Biaya Akia Jual Bel & Ballk Nama

g Penyambungan PLN dan PDAM

. Perganjian ini dilangsungkan dan ditenma dengan harga fidak termasuk stb.

a  Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% (lima persen) dan niial
transaksi atau NJOP, yang mana yang lebih tinggl;

b Blaya-biaya lan sehubungan dengan PPJB i atau pajak-pajak yang ditentukan Pemerintah
di kemudian Rar seleish tanggal Perjanjian i ditandatangani oleh Parz Pihak sesua
dengan ketentuan yang benaky.

¢ Biaya luran Pemeliharaan Lingkungan (IPL),

d. BayakPR

. Bangunan Rumah / Ruko tersebut akan dilengkap dengan -

a.  Air/ POAM
b Daya listrik sebesar 2200 watt

. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan TANAH DAN BANGUNAN Rumah / Ruko kepada PIHAK

KEDUA dalam m&mP:anw selampat-lambatnya 24 (dua puluh empatl) bulan sejak
inya an.

Tanggal tersebut dapat berubah sewaktu wakiu sesual dengan kesepakatan Para Pihak.

Atas peranjian in, Para Pihak sepakal menentukan pembayaran dengan cara sebagai berkut.

Pembayaran secara KPR
Harga Jual sebesar Rp, 601,800,000,- (Enam ratus satu juta delapan ratus: ribu rupiah.)

Jumiah dan jadwal waklu pembayaran yang disspakati Para Pihak adalah sebagai berikut

[ imgps | Kabrsngen Juniah Rp)
27Mei 2012 |Booking Fee 10,000.000¢
10Jun 2012 |[Down Payment 1 85,270,000
10Jul 2012 [Down Payment 2 85,270,000
10 Agst 2012 [IKPR Bank 421,260,000}

JTOTAL S | 01,800,000

Para Pihak beranji dan mengkatkan diri akan meiaksanakan perandatanganan akta jual bei
TANAH DAN BANGUNAN dimaksuc setelah seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Bel i terpenuhi



Demikianizh Perjanjian Pengikatan Jual Bef ini ditandatangani cleh pihak-pihak yang berwenang pada
fanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini dan dihadiri oleh saksi-saksi,
bermeteral cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya mempunyal kekuatan pembukban yang
sama, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dan pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

PIHAK PERTAMA
PT. Coweli Development Thk,

PIHAK KEDUA

Y

m

LOA JIMMY KAMAJAYA

Persetujuan :

Saksi - Saksi

Sacsi
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Laspuran Fenangian Fengikatan Jual Beh La Virde

KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini beranji dan
mengikat dwi sekarang dan unfuk kemudian
padawakmnya menjual dan menyerahkan

BANGUNAN yang disebutian dalam PPJB.

Pasal 2
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Para Pinak sepakal satu sama lain bahwa harga
TANAH DAN BANGUNAN ini wajib dibayar oleh

PIHAK PERTAMA dan PIHAKX KEDUA sepakat
satlu sama lain  bahwa untuk sahnya
penmmhmTANAHOANBANGwm
barkut kewagban lain yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus
menglkuti tata cara sebagas barikut :

24

31

a3 Pombayaran dengan uang unal  harus
dilakukan langsung & Kantor PIHAK
PERTAMA pada Kasy dan berdasarkan
pembayaran tersebut PIHAK KEDUA skan
menerima Kwitansi yang dikeluarkan oleh
siaff PIHAK PERTAMA yang berwenang
untuk ity

b Pembayaran dengan kliring/transier ditujukan
e rekening bank PIHAK PERTAMA.
-atas nama - PT Cowell Development Tok.
pada Bank  Bank Central Asia (BCA)

-cabang - Afrium Senen

-no. AIC 685-016-6372

-pada Bank ~ NISP

-cabang - BSD

-no. AC  138-010-800002

-pada Bank = Permala

-cabang  : Panglima Polim

-no. AC  © 070-162-5870

dengan mencantumkan nama PIHAK
KEDUA, nomor

mengenai pembayaran serta menginmkan
copy nota PIHAK

wlinng/ransfer kepada

PERTAMA melalul fax di no. 021-5371123,
dan pembayaran ‘terssbut dianggap telah
diterima oleh PHAK PERTAMA jika uang
yang cikliing/divansier lelah masuk ke
dalam rekening PIHAK  PERTAMA
selanjuinya  PIHAK ~ PERTAMA  akan
menerbitkan kwitansi untuk itu, '

Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA menyimpang dari cara-
cara yang dimaksud pada pasal 2.3 ini, bukaniah
meropakan suaty pembayaron yang sah dan oleh
karenanya mesyadi resiko dan langgung jawab
PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 3

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Jika PIHAK KEDUA lalai untuk membayar setisp
angsuran dan/atau pelunasan harga TANAM DAN
BANGUNAN sesual dengan kelenhian dan/atou
pada wakiu yang feish dilentukan dalam PPJB,

o

Iy
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maka PIHAX KEDUA dikenakan denda
keferlambatan sebesar 1 " (salu permil) per
han keterdambatan darl jumilsh angsutan yang
belum dibayar.

Jika keterflambatan pembayaran jumiah fersebut
di @las, melampaul wakly pembayaran
yang tefah anetapkan (Tangga Jatuh Tempo),
PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat
Peringatan (SF) untuk melakukan pembayaran
kepada Phak Kedua masing-masing dalam
jangka waktu yang pantas (SP |, setelah
keterlambatan pembayaran mencapa 15 harl
kalencer, | setelah  kelerlambatan
pembayaran melampau 15 nan kalender sejak
SF | dikeluarkan, SP Il setelah keterflambatan
pembayaran melampau 15 han kalender sejak
SP Il dheluarkan),

Denda keterlambatan pembayaran tersebul di
alas, harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA sekafigus bersama-sama
dengan jumish pokok pembayaran yang telah
jatuh tempo.
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Lampiran Qerpanpuan Pengikptan JuclSeli La Verde

tetapi tidak lerbatas sesual dengan gans sepadan
dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan tegala
akibat yang timbul karena penggunaannya yang
bdak sesuai dengan  lujuan . pauntukannya
tersebut, menjadi resiko dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

BANGUNAN, maka PIHAK PERTAMA atsu
pengelols lingkungan akan mengambil tindakan-
tindakan yang diperiukan dan dianggsp baik cleh
PIHAK PERTAMA atau Pengelola Lingkungan
untuk mengembalikan fungsi bamgunan inl
sebagal rumah Bnggal danfatw  sesual
peruntukannya dan PIHAK KEDUA dengan ini
melepaskan tuntutan ateu gugatan ales findakan
PIHAK PERTAMA,

Sehubungan dengan penggunaan TANAM DAN
BANGUNAN di Perumahan La Verde ini, maka
PIHAK KEDUA terkat dan senanSasa harus
mentaat ‘Peraturan Tata Tertib Lingkmngan yang
dan wakly ke wakiy dikeluarkan oeh PIHAX
PERTAMA dan menjadi salu kesatuaa yang tidak
terpisahkan dengan PPJB ini antara lain tetapi
tidak terbatas pada::

Pasal §

PIHAK PERTAMA akan menyerahian TANAM
DAN BANGUNAN kepada PIHAK KEDUA sesual
dengan langgal sebagaimana yang fercantum
dalam PPJB.  dengan ketentusn seluruh
kewajlban pembayaran sudah lumasi olah
PIHAK KEDUA, i
Apstils PIHAK PERTAMA  ld& dapat
menyerahkan TANAH DAN DANGUNAN kepada
PIHAK KEDUA sesua dengan tanggal
sebagaimana dimaksud dalam PPJB, maka
PIHAK PERTAMA diberi perpanjangan wakty
panyerahan TANAH DAN BANGUNAN maksimal
3 (vga) butan ("Perpanjangan Wakiy").
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5.7.

Dalam had terjadi sesuaty di ual  xemampuan
PIMAK PERTAMA (force majsur), maka langka
wakly penyelesaian dan penyershen dapat
gperpanjang dan akan diatur dalam perangan
tambahan (Addendum)

Apabila PIHAK PERTAMA 1terlambat / lalsl
menyelesakan bangunan pads han yang lelah
ditetapkan  dan/stau  setelsh  mendapat
Perpanjangan Waktu sebagaimana cimaksud
pada bulir 5.2 diatas, maka PIHAK PERTAMA
dikenakan sanksi denda sebesar 1 % (saty
permil) per han darl sisa nilsi bangunan yang
masih belum lerselesakan dengan jumigh
maksimum sebssar 5% (lima persen), tanpa
mengurangi kewajiban dari PIHAK KEDUA untuk
mambayal denda-denda (jka ada).

Pada -tanggal penyerahan TANAH DAN
BANGUNAN sesua pasal 5.1 PIHAK PERTAMA
akan menyampaikan pemberitahuan kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib datang
kepada PIHAK PERTAMA untuk menerima
penyerahan darl  PIHAK PERTAMA dengan
menandalangan: "BERITA ACARA SERAH
TERIMA®.

Apabila PIHAK KEDUA lalal atau belum / tidak
persedia untuk melakukan pemerksaan  fisik
gdan menenma penyerahan bangunan (berkut
tanah) pada wakiu yang ditetapkan maka dalam
jangka wakitu 15 (lima belas) har kalender
sélelah tanggal  tersebul maka dengan
lewainya wakiu saja FIMAK KEDUA dianggap
tedah menerma TANAH ODAN BANGUNAN
tersedut dengan bak dan selayaknya sehingga
segala kewajban dan resiko yang Smbul
setelsh tanggal serah terima tersebul menjadi
tangqung jawab dan beban PIHAK KEDUA, dan
dengan inl PIHAX PERTAMA sekarang untuk
nanti pada waklunya diben kuasa cleh PIMAK
KEDUA untuk menerima dan menanda tangani
BERITA ACARA SERAH TERIMA bargunan
dimaksud, namun hal tersebut bukan merupakan
kewajiban dan  fidak mengkat PIHAK
PERTAMA

Selelah ditandatanganinya BAST maka segala
resike dan bigya alas pemakaian Nstrk kepada
PLN dan aftau PIHAK PERTAMA dan
pembayaran rekening ai kepada PAM dan atay
PIHAK  PERTAMA  luran

Lingkungan (IPL} (al kebersihan dan
keamanan) wran-airan dan RT/RW serta uran-

8.1

8.2

7.4

72

81,

82

Lampiran Penanpun Pengikatan Tual Feki Lo Verde

iuran lain menjadi beban dan wajib dibayar oleh
PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PERUBAHAN BANGUNAN

PIHAK KEDUA dilarang untuk  melakukan
petubahan /| pemambahan bangunan  bak
bangunan tampak, konstruksi dan ftingkal bak
sebelum maupun sesudah harga al beli
dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA, kecual
setelah ditandatanganinya BAST dan telah
mendapal persetujuan terlebih dahulu  dar
PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tampak
muka bangunan tidak beleh berubah

Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan/
penambahan bangunan setelah melunasi seluruh
harga jual bell, tanpa sepengetahuan atau ijin dari
PIHAK PERTAMA sementara

bangunan belum selesal, maka 7 (ljub} har
kalender sejak tanggal sural teguran  diterima
oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA. maka
PIHAK KEDUA dianggap sudah menenima kondisi
bangunan dengan apa adanya dan masa
pemelinaraan dan PIHAK PERTAMA fidak ada
lagi.

bangunan fersebut, yang tidak sesuai dengan
ketentuan dalam PPJB i,

Pasal §
" JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA menjamin keperingan PIHAK
KEDUA bahwa TANAH DAN BANGUNAN yang

menjadi obyek dari PPJB ini adalah hak PHAX
PERTAMA berdasarkan sertifikat.

Apabila di kemudian har oleh karena s3ty ssbab
PIHAK PERTAMA 35oak dapat manyerahkan

o f
}V
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TANAH DAN BANGUNAN kepada PIHAK
KEDUA moka PIHAK PERTAMA bersedia
mengembalikan uang yang telah diterima darl
PIHAK KEDUA kecuah aya, ongkos, pajak
yang telah disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 9
JAMINAN PIHAK KEDUA

Selama PIHAK KEDUA belum menyelesakan seluruh
kewsfban berdasarkan PPJB ini, PIHAK KEDUA tdak
berhak dan berjanji tidak akan:

a. mengalinkan alau memindahkan haknya atas

10.1.

& 102,

TANAH DAN BANGUNAN kepada pthak lan,
kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA;
menaminkan slau TANAH
DAN BANGUNAN dalam bentuk dan dengan
cara apapun kepada pihak lain,

mengadakan perombakan 3lau penambshan
atas TANAH DAN BANGUNAN tanpa §in tertulis
dan PIHAK PERTAMA;

Menyewakan atau memberkan kesempatan
untuk  menghunimenampaty/

TANAH DAN BANGUNAN kepada pihak lain.

Pasal 10
PEMINDAHAN HAK

Selama belum dilaksanakannya jual Ded di
hadapan Pejabal Pembuat Akta Tanah (PPAT),
lanpa perselujuan  lertulls  dan  PIHAK
PERTAMA, PIHAX KEDUA tidak dibenarkan
untuk memindahkan TANAH DAN BANGUNAN
obyek dan PPJB im kepada phak ketiga, kecuali
atas persetujuan tertuls dan PIHAK PERTAMA.

Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan
persstujuan lertulis kepada PIHAK KEDUA
untuk mengalinkan TANAM DAN BANGUNAN
kepada pihak kefiga, maka PIHAK KEDUA
menyelujui serta sepakal untuk membayar
kepada PIHAX PERTAMA biaya administrasi
sebesa 3% (lga persen) dan harga saal
ransaksi pemindahan hak tersebul dilakukan
atau dan Nilal Jual Obyek Pajak (NJOP) pada
$aal setap wransaksi pemindahan hak (mana
yang lebih linggi). pembayaran mana harus
clokukan oleh PIHAX KEDUA sebelum
transakst pemindahan hak dilakukan.

mana

Pengalinan hanya dapal dilakukan
maksimal 2 (dua) kakt,

10.3.

104,

Lampuran Pegunpian Pengikatan Jual @l La Verde

Untuk pemindahan hak tersebut, aka dibuatkan
suratformulic persetujuan pemindahaahak antara
PIHAK KEDUA dengan pihak lafiga yang
diselujui oleh PIHAK FERTAMA yapgakan diikud
dengan pembuatan Addendum;. dan atas
pengalihan lersebul segala beban pajak-pajak
yang akan timbul dikemudian haf termasuk
namun tidak ferbalas pada gajak-pajak
pengalihan baik Pajak Penghasilan Final (PPh
Final) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) akan menjadl Bngoungan
PIHAK KEDUA danfatau ph&k  ketiga
sepenuhnya.

Dalam ha PIHAK KEDUA melakukan
pemindahan hak atas TANAH DAN BANGUNAN
tanpa mendapatkan persetujuan temds terlebih
dahuly dari PIHAK PERTAMA atau dalam hal
pemindahan hak TANAH DAN BANGUNAN telah
mendapatkan persefujuan leriulis dai PIHAK
PERTAMA, namun PIHAK KEDUA fidak
membayar diaya administrasi sebesar 3% (tiga
persen), maka PIHAK PERTAMA din PIHAK
KEDUA sepakat satu sama lain bahwa.

8. PIHAK PERTAMA dibebastan dani
kewgjiban untuk melaksanakan jual bel
dihadapan PPAT dengan PIHAX KEDUA
atau pihak kefiga yang meneima hak
daripadanya, dan PIHAK PERTAMA baru
dapat melaksanakan jual beli & hadapan
PPAT setelah PIHAK KEDUA membayar
biaya administrasi sebesar 3% (bga
persen) tersebul.

b. Sebagai akibal dari ketentuan butir (a) di

yang berkaitan dengan TANAH DAN
BANGUNAN kepada PIHAK KEDUA atau
pihak ketiga yang mendapakan hak
daripadanya.

¢ Sebagai akibal dar ketentuan gasal ini,
PIHAK KEDUA membebaskss PIHAK

'PERTAMA dari segala langgung gwab dan
resiko dalam bentuk apapun.

d. PIHAK PERTAMA baru dibetani kewajiban
untuk melaksanakan jual beli dhadapan
PPAT apabila PIHAK KEDUA asu pihak
ketiga yang menerima pemindahan hak
telah membayar biaya administras sebesar
3% (bga persen) dan pajek-pajek  serla

e F

4
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1

Didya-biaya fan yang diatur dalam PPJB iné

& peraturan perundang-undangan yang
beraku,

Sehubungan dengan pemindahan hak alas
TANAH DAN BANGUNAN, PIHAK KEDUA
dibebani kewajiban uptuk  menyampaikan
kepada pihak ketga yang menenma pengalihan
tlersebul bahws syarat-syaral yang terdapat
datam PPJB in mengikat pihak ketiga tersebul
sepenuhnya.

Pagk-pajak dan biaya-biaya lain yang tmbul
sebagai akibat dan pengalinan/pengoperan hak
menadi  langgung jawad PIHAK KEDUA
danfatay pihak ketiga atau para anll waris PIHAK
KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pemindahan
hak kepada pinak keliga tanpa persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA maka perjanjian
pemindahan hak antara PIHAK KEDUA dengan
pihak ketiga dimaksud menjadi batal dan Sdak
mengikat bagl PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
KETENTUAN PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat
satu sama lain bahwa PPJB i menjadi batal
apabila terjadh hal - hal sebagai berikut .

"z

121

Lampiran Proanpan Pengkotan Jusl Befi La Verde

14 (empat belas} hari kalender, terhitung
sefak adanya pembubaran, penyitaan,
pengambilalihan atau pengenaan tindakan
lain oleh Pengadian .atau Instansi
Pemenntah lainnya lersebut di atas.

s PIHAK KEDUA meninggal dunia dan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat
meninggalnya PHAK KEDUA, para ahli
warisnya bdak  mematuhi  kewajiban
sebagaimana ddentukan dalam pasal 18 ayat
2 PPJB ini dimana dengan lewatnya wakiu 3
(tiga) bulan saja sudah merupakan bukii
yang cukup akan ketidaksanggupan para ahli
warns PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat
satu sama lain bahwa sehubungan dengan
batalnya atau berakhimya PPJB ini, maka Para
Pihak melepaskan kefentuan Pasal 1266 dan
Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer),

Pasal 12
AKIBAT BATAL

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sapakat
satu sama kain bahwa dalam hal PPJB ini menjadi
batal, maka skan berlaky kelentuan - ketentuan
sebagai berikut:

a TANAH DAN BANGUNAN yang menjadi

lambatnya dalam jangka waktu 14 {empat
belas) harl kalendet terhitung sejak hani dan
tanggal PPJB Ini menjadi batal (jika TANAH
DAN BANGUNAN flelah diserahkan kepada
PIHAK KEDUA),

b.  Dalam hal pembayaran atas harga TANAH
DAN BANGUNAN yang dilakukan oleh
PHAK KEDUA kurang dai atau sama
dengan 15% (ima belas perssn) dari nitai
ransaks:, maka keseluruhan pembayaran
tersebut menjadi hak PIHAK PERTAMA dan
PIHAX KEDUA baik sekarang maupun
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¢ PIHAK KEDUA telah membayar Bea

Perolenan Hak Atas Tansh Dan Bangunan
(BPHTB) sesual dengan  peraluran
perundangan yang beriaku

Semua syaral-syarat yang distur/ ditentukan
cleh PPAT telah  terpenuhi.

Qa

Pada saat melangsungkan jual bell di hadapan
PPAT dan/atau pada waklu melangsungkan
pengikatan ¢l hadapan Notans, PIHAK KEDUA
waph membawa dan memperihatkan ash surat-
hwitansi-kwitansi  mengenat

maka Para Pihak akan me akia
jual beli di hadapan PPAT, paling lama 1 (satu)
bulean lerhitung sejak tanggal undangan
penandatanganan Akta Jual Beli (AJB),

ditakukan Segala akibat yang timbul karena

Lampiran Perpanpian Fengikatan Juel Beb La Verde

perubahan alamal yang bdak diberitahukan
kepada phak lainnya, sepenuhnya menjadi
resiko dan tanggung jawad pihak yang merubah
slams! yang bersangkutan. 3

Pasal 18
FORCE MAJEURE

PIHAX PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tegas
menyetujr  bahwa PIHAK PERTAMA fidak akan
bertangoung jawsd atas setiap keterdambatan stau
kegagalan unlukx memenuhi susty atay beberapa
kewajibannya sebagaimana di rinci dalam PPJB ini apabila
keterlambatan atau kegagalan lersebut dickibatkan oleh
kejadian aiau peribwa yang secara layak dan patut sdak
dapat dihindan / dielakkan atau berada diluar kemampuan
PIHAK PERTAMA untuk menghindari kejadian alau
penstiwa dimaksud, termasuk tetapi Bdak terbatas
bencana alam, kebakaran, perang, pemogokkan buruh,
huru hara/ kerusuhan, pemberontakan, kelangkaan dan
kekosongan bahan bangunan di pasaran dan peraturan-
peraturan/ kebjaksanaan pemenntah di bidang moneter
yang menyebabkan perubahan pada nilai mata uang dan
harga ( al. devaluasi, kenaikkan harga bahan bangunan
resmi, dsb. ).

Pasal 17
KEBIJAKAN MONETER

Apabila di kemudian har terjadi perubahan kebijakan fiskal
danatau moneter dan pemerintah Republik Indonesia
danfalau teradi suatu keadaan yang menyebabkan
kefangkaan atau kenaikan harga bahan-bahan bangunan,
maka PIHAK KEDUA menyetuyul seluruh jumiah sisa
pembayaran yang masih menjadi PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disesuaikan dengan
adanya perubahan tersebut yang akan dietapkan dan
diberitahukan cleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA,

Pasal 18
LAIN-LAIN

18.1.  Dalam hal tenjadi perubahan, pengurangan dan
atau penambahan atas st dan PRJH ni, maka
Para Pihak akan merul secara

musyawarsh dan mufakat serta hasénya akan

182, PPJB i baak berakhir dengan meninggainya
PIHAK KEDUA dan salama seluruh kewsfibannya

belum terpenuhi maka 3 (tiga) bulan sejak
meninggalnya PIHAK KEDUA. para ahli wasisya

e /

1
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123,

134,

132,

¢ Dalam hal pembayaran slas harga TANAH
DAN BANGUNAN yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA melebihi 15% (ima belas
persen) dsn harga pengikatan, maka
sebesar 15% (lima belss persen) dan harga
TANAH DAN BANGUNAN skan menjadi
milik PIHAX PERTAMA dan sisanya akan
dikembalkan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA  selambal-
fambainya dalam jangka wskiu 14 (empat
belas) harl  kalencer setelah PHAK
PERTAMA berhasil menjual TANAH DAN
BANGUNAN fersebut kepada pihak lain,
Seluruh pajak-pajek yang telah disetorkan
ke kas Negara tidak dapal dikembalikan,

Dalan hal PIHAK KEDUA tdak bersedia
menenma uang pengembalian  pembekian
TANAH DAN BANGUNAN  sebagaimana
gimaksud dalam pasal 12,1 point ¢ di atas, maka
PIHAK PERTAMA dapat  melakukan
pengembakan uang PIHAK KEDUA sacara
dan PIHAK KEDUA dengan ini menyetujul
konsinyasi tersebut,

PIHAX PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat
sstu sama lain bahwa sshubungan dengan
pengosongan TANAH DAN BANGUNAN yang
dimaksud pada pasal 12.1 point a di atas,
sepanjang diperukan Para Pihak melepaskan
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah nomor 49 Tahun 1963 dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1984 berikut
pesubahan-perubahannya,

Pasal 13
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

Terhitung sejak ditandatanganinya BAST oleh
Para Pihak, maka Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), biaya utiitas dan Daya-biaya lain
berkenaan dengan TANAH DAN BANGUNAN
seluruhnya menjadi beban dan tanggung [awab
PIHAK KEDUA.

IPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.7 al
atas besamya akan ditetapkan kemudian oleh
PHAK PERTAMA, yang untuk pertama sekall
harus dibayar untuk 6 (enam) bulan dimuka dan
selanjuinya wajib dibayar setap 1 (satu) bulan
dmuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA. Besamya [PL dan

lan akan ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan
sekal dan disampakan kepada PIHAK KEDUA

133

134

135

141

Lampiran Yenanpan Pengikatan Jual Rehi La Verde

melalyi  pemberitahuan tertulis dari  PIHAK
PERTAMA atau Komisi/Manajemen Estale yang
ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA,

& Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak
Penghasdan Final (PPh Final) untuk setiap
pembayaran atas pembelian Unit Pesanan
akan dibayar langsung ke kas Negara.

b. PPh Final akan menjadi beban PIHAK
KEDUA, apabila:
- lenadi pembatalan pemesanan/ pembelian
alas TANAH DAN BANGUNAN;
- PIHAK PERTAMA felah memanggil PIHAK
KEDUA untuk 7



183

184,

185

191,

192

danatau  kuasanya yang sah, dengan
menunjukkan bukt-bukt yang disetjul PIHAK
PERTAMA wajib menggantikan kedudukan dan
maneruskan kewsjiban PIHAK KEDUA yang
tercantum dalam PPJB Ini. Apabila setelsh
lewatiya wakty 3 (tiga) butan ternyata tdak ada
ahli waris PIHAK KEDUA yang mewakili untuk
meneruskan hak dan kewajiban hukum PIHAK
KEDUA berdasarkan PPJB ini, maka PIMAK
PERTAMA dapal secara langsung membatalkan
secara sepihak PPUB inl Dan alas pembatalan
i berlaku ketentuan Pasal 12 perjanjian ini.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam PPJB Ini
yang menjadi tdak bertsku karena suatu
peraturan perundang-undangan, maka
ketidakberiakuan  ketentuan tersebul  fidak
mengakibatkan batalnya PPJB  ini, dan
kelentuan yang tidak diubah masih tetap berlaky
dan mengkat bagi Para Pihak. Para Pihak
menyetujui dan mengikatkan din serta wajib
untuk membuat dan menandatangani ketentuan
yang Daru untuk menggantikan ketentuan yang
sudah fidak berfaku tersebut. dengan satulebih
ketentuan yang sah dan berlaku sesual dengan
ketentuan perundang-undangan yang bergku di

kgtentuan tersebul oleh PIHAK PERTAMA dan
suaty persefujuan atau izin dar PIHAK
PERTAMA berkenaan dengan hal lersebut
hanya akan berlaku [ika diberikan secara tegas
dan tertubs.

PPJB ini tetap mengikal pengganti dan masing-
masing pihak.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

maupun sengketa yang Umbul sehubungan/
sebagal akibat dan PPJB ini. maka Para Pihak
akan menyelesakan secara musyawarah,

Jka penyelesaian secara musyawarah tdak
membawa hasil, maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikan sengketa yang lerad secara
hukum dan untue kepentingan tersebul Para

Lampiran Penenpan Pengihatan Jual deli La Verde

Pihak setuju untuk memilih tempat kediaman
hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor
PaviwnPongatlmNogenTw

Pasal 20
PENUTUP

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan ‘efah membaca,
memahami dan menyetujui seluruh isi dan PPJB,

0000000




PERJANJIAN PENGALIHAN
ATAS
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
DAN
PENEGASAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
NO. 0009/COWELL-SPLV/V/2012

Perjanjian Pengalihan atas Perjanjian Pengikatan Jual dan Penegasan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Pengalihan) dibuat pada hari ini, Senin,
tanggal 26 November 2018,0leh dan antara :

L.

II.

Nama : LOA JIMMY KAMAJAYA
NIK : 3172023101580012
Alamat : JI. Agung Utara I Blok E No. 29 Rt.004 Rw.018

Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok
- dalam melakukan perbuatan hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari
istrinya Nyonya Dorkas, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3172026905620003, sebagaimana ternyata pada Surat
Persetujuan Istri yang dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pada
tanggal 13 September 2018.
Untuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”.

Nama : MUSA HARTANTO
NIK :3518082603890001
Alamat : JL. Lengkong No. IC Rt. 001 Rw.017 Kel. Banaran

Kec. Kertosono Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
Untuk selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut”’PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

A

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli
nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei 2012 juncto Perjanjian
Penegasan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012,
tanggal 27 Mei 2012 (selanjutnya disebut sebagai “PPJB”) dengan PT Cowell
Development, Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat, selaku pengembang Komplek
Perumahan Laverde (selanjutnya disebut “Developer”), terkait dengan pembelian tanah
dan bangunan seluas 90m?/71m?, terletak di Blok D2/No.28 Perumahan Laverde, Desa
Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut
“Tanah dan Bangunan”).

¥ (et



B.  Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengalihkan seluruh hak dan kewajiban
yang dimilikinya berdasarkan PPJB kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA
bersedia untuk menerima pengalihan tersebut.

C.  Bahwa untuk memenuhi prasyarat dilaksanakannya Perjanjian Pengalihan ini, maka :

* PIHAK PERTAMA telah mengajukan permohonan kepada Developer perihal
pengalihan hak dan kewajiban dan telah memperoleh persetujuan dari Developer
sehubungan dengan hal tersebut (dokumen terlampir).

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menjaga serta menegaskan kedudukan
PIHAK KEDUA dalam PPJB maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri pada
Perjanjian Pengalihan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
PENGALIHAN

. PIHAK PERTAMA dengan ini setuju untuk mengalihkan serta menyerahkan segala
hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan PPJB kepada PTHAK KEDUA, dan
PIHAK KEDUA dengan ini menerima pengalihan hak dan kewajiban tersebut serta
menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PPJB, sehingga selanjutnya PIHAK
KEDUA menggantikan kedudukan PITHAK PERTAMA dalam PPJB.

2. Bahwa pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban ini dilakukan dengan harga

pengalihan sebesar Rp. Yoo, 0o . ofg TUAUW Ry xus DU, ) e rs
dimana jumlah tersebut telah disetujui oleh PARA PIHAK. /}» 4}

3. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan ini, maka :

a. Segala resiko yang timbul maupun akan timbul dikemudian hari sehubungan
dengan pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian
Pengalihan ini menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan Developer
dari segala resiko atau akibat hukum yang timbul maupun akan timbul
sehubungan dengan pengalihan tersebut.

b. Dikarenakan sertipikat hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam PPJB belum terbit atas nama PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA wajib meminta Developer (dalam hal ini Developer membantu
PIHAK PERTAMA) untuk melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli
dengan PIHAK KEDUA. ;

c. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penandatangan Akta Jual Beli dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Developer sesuai dengan
waktu yang ditentukan Developer. Surat undangan pelaksanaan penandatanganan
Akta Jual Beli akan dikirim oleh Developer ke alamat/domisili PIHAK KEDUA
sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Pengalihan ini, atau ke alamat lain PIHAK
KEDUA yang telah disampaikan kepada Developer.

fﬂ\ ..g—Faraf



d. Apabila pelaksanaan penandatangan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan tertunda
akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala resiko atau akibat hukum yang
timbul terkait penundaan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut termasuk
namun tidak terbatas pada segala selisih biaya/pajak/bea yang mungkin timbul,
antara lain pada Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) dan/atau
biaya/bea/pajaklain yang ditentukan oleh pemerintah di kemudian hari setelah
dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pengalihan ini menjadi beban dan
tanggung jawab yang wajib dibayar/ditanggung oleh PIHAK KEDUA
sepenuhnya.

Pasal 2
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA

PIHAK PERTAMA menyadari dan mengakui bahwa pelaksanaan pengalihan hak dan
kewajiban oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian
Pengalihan ini merupakan kehendak dan kemauan PIHAK PERTAMA sendiri, oleh
karenanya PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan melepaskan hak untuk
meminta/menuntut pengembalian pajak-pajak atau biaya yang telah disetor kepada
instansi yang berwenang.

Segala pajak atau biaya yang timbul akibat pengalihan (termasuk pajak atau biaya
sebelum pengalihan yang disetor oleh Developer) menjadi tanggung jawab dan wajib
dibayar ulang oleh masing-masing PIHAK sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengurus sendiri segala kewajiban
pembayaran/penyelesaian perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai
domisili PIHAK PERTAMA. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan

bukti pembayaran/penyelesaian pajak tersebut kepada Developer sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang diatur Developer.

Pasal 3
LAIN-LAIN

Untuk selanjutnya, segala pemberitahuan atau korespondensi terkait dengan PPJB dan
Perjanjian Pengalihan ini yang sebelumnya ditujukan kepada PIHAK PERTAMA akan
ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan keterangan sebagai berikut :
- PIHAK KEDUA
NAMA : MUSA HARTANTO
ALAMAT : Jalan Lengkong No.IC, RT.001/RW.017.
Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono,
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
TELEPON : 081251515171
Fax/Email : musa.hartanto@gmail.com

(.'0\' .Q.@}ﬁaf



2. Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Perjanjian
Pengalihan ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan perubahan tersebut
secara tertulis kepada Developer dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah perubahan alamat tersebut dilakukan. Segala akibat perubahan alamat yang
tidak diberitahukan kepada Developer menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK
KEDUA sepenuhnya.

3. Perjanjian Pengalihan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pengalihan
ini, sehingga terhitung sejak tanggal ditandatangainya Perjanjian Pengalihan ini, hak
dan kewajiban PIHAK PERTAMA pada PPJB dan Penegasan PPJB telah beralih
sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA.

4. Perjanjian Pengalihan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
PPIB, setiap dan segala syarat dan ketentuan dalam PPJB yang tidak dirubah akan tetap
berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA, ahli waris dan/atau pengganti haknya, dan
sepanjang diperlukan dapat dilakukan perubahan.

5. Pengalihan ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK KEDUA tanpa persetujuan tertulis
dari Developer.

Demikian Perjanjian Pengalihan ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditanda-tangani dan diberi
meterai cukup pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian

Pengalihan ini.

PIHAK PERTAMA Menyetujui,

U=

LOA JIMMY KAMAJAYA - MUSA HARTANTO

*1 (satu) set asli ditembuskan kepada DEVELOPER (PT. Cowell Development Tbk).

%" @, Paraf
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PERJANJIAN PENEGASAN
ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) NO : 0009/COWELL-SPLV/V/201

-

TERTANGGAL 27 ME| 2012

Pada hari ini, _L_ tanggal M{/ﬂ"" and (g~ ‘[ iLAA !'-'fc-& b Opoc b

yang bertanda tangan di bawah ini : 20( 8) @Ldﬁsi & paraf

1. Nama . DARWIN FERNANDES M
No. NIK © 3172022302730012
Jabatan . Presiden Direktur
Nama ;IR WAHYU HARTANTO
No. NIK : 3672011612670002
Jabatan . Direktur

Dalam hal ini keduanya secara bersama-sama bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku
Presiden Direktur dan Direktur berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan rapat tertanggal 08-05-2018
(delapan mei dua ribu delapan belas) Nomor 41 (empat puluh satu) yang dibuat dihadapan Notaris
Doktor Irawan Soerodjo,SH,Msi, Notaris di Jakarta, dari dan oleh karenanya sah bertindak sebagai
Direksi untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Cowell Development Tbk, berkedudukan di
Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  LOA JIMMY KAMAJAYA
Alamat . JI. Agung Utara | Blok E No. 29 Rt. 004 Rw. 018 Kel. Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok — Jakarta Utara
No. NIK . 3172023101580012

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

~ Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut “Para Pihak”, dan masing-
masing disebut “Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Menerangkan

*  Bahwa Pihak Pertama adalah pengembang komplek Perumahan Laverde, terletak di desa Jelupang,
Kecamatan Serpong Utara kota Tangerang Selatan.

*  Bahwa PIHAK KEDUA telah menyetujui dan menandatangani Surat Pemesanan Pembelian Rumah
Nomor LV 45 Tanggal 27 Mei 2012.

Bahwa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebelumnya telah ditaﬁdatangani Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 0009/COWELL-SPLV//2012 tertanggal 27 Mei 2012
(selanjutnya disebut “PPJB")

Bahwa untuk kepentingan PIHAK KEDUA dan atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA, Para Pihak saat ini sepakat dan setuju untuk menegaskan kembali PPJB berikut dengan
Lampiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli La Verde (Ketentuan - ketentuan dan syarat ~ syarat
Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dalam perjanjian penegasan ini (untuk selanjutnya disebut
“Perjanjian Penegasan PPJB").

PT Cowell Development Tbk. 1
Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 Pa
(t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919



¢ Cowell

1. Obyek Perjanjian ini adalah:
Sebidang TANAH DAN BANGUNAN berupa rumah / ruko, yang teretak di “Perumahan La

Verde":

a. Cluster / Nomor Unit  : D2/ 28

b. Kelurahan : Jelupang

¢. Kecamatan : Serpong Utara

d. Luas Tanah (M2) : 90 m2

e. LuasBangunan(M2) :71m2

f.  Type : Achantus

2. Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima dengan harga sudah termasuk sbb:

Harga Tanah : Rp. 358.940.909,-
Harga Bangunan : Rp. 188.150.000,-
PPN TANAH DAN BANGUNAN :Rp. 54.709.091,-

ljin Mendirikan Bangunan

Biaya Pemecahan Sertifikat (HGB) ke atas nama Developer
Biaya Akta Jual Beli & Balik Nama

Penyambungan PLN dan PDAM

@~oanop

3. Perjanjian ini dilangsungkan dan diterima dengan harga tidak termasuk sbb:
a. Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% (lima persen) dari nilai
transaksi atau NJOP, yang mana yang lebih tinggi:
b. Biaya-biaya lain sehubungan dengan PPJB ini atau pajak-pajak yang ditentukan Pemerintah
di kemudian hari setelah tanggal Perjanjian Penegasan PPJB ini;
c. Biaya luran Pemeliharaan Lingkungan (IPL);
d. BiayaKPR,;

4. Bangunan Rumah / Ruko tersebut akan dilengkapi dengan :
a. Air/ PDAM
b. Daya listrik sebesar 2200 watt

5. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan TANAH DAN BANGUNAN Rumah kepada PIHAK
KEDUA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak
ditandatanganiya surat pesanan.

Tanggal tersebut dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
Atas Perjanjian ini, Para Pihak sepakat menentukan pembayaran dengan cara sebagai berikut.:

Pembayaran KPR
Harga Jual sebesar Rp 601.800.000,- (Enam ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah.)

Jumlah dan jadwal waktu pembayaran yang disepakati Para Pihak adalah sebagai berikut:

| TANGGAL | KETERANGAN I JUMLAH |
[ 27 Mei 2012 |[Booking Fee | 10.000.000]|
| 10 Juni2012 |[Down Payment 1 I 85.270.000
[ 10 Juli 2012 ||Down Payment 2 | ~ 85.270.000)
10 Agst 2012 |[KPR Bank | 421.260.000)
L Jrotar [ eois000n
PT Cowell Development Thk. q/ % 2
Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 Palg

(t) 021 386 7868 (Hunting), () 021 386 2919



(//)Cowell

6. Para Pihak berjanji dan mengikatkan diri akan melaksanakan penandatanganan akta jual beli
TANAH DAN BANGUNAN dimaksud setelah seluruh ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat
dalam PPJB ini terpenuhi;

Demikianlah Perjanjian Penegasan PPJB ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang pada
tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Penegasan PPJB ini dan dihadiri oleh
saksi-saksi, bermeterai cukup, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya mempunyai kekuatan

pembuktian yang sama, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk
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KETENTUAN-KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT
PERJANJIAN PENEGASAN PPJB

Pasal 1
OBYEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan
mengikat diri sekarang dan untuk kemudian
pada waktunya menjual dan menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK
KEDUA dengan ini berjanji dan mengikat diri
sekarang dan untuk kemudian pada waktunya
membeli dan menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA atas bidang TANAH DAN
BANGUNAN yang disebutkan dalam PPJB.

Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa
apabila luas tanah yang dicantumkan dalam
PPJB., berbeda dengan luas tanah yang
tercantum dalam sertipikat tanah yang akan
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat,
maka Para Pihak sepakat, bahwa luas tanah
yang tercantum dalam sertipikat tanah yang
akan menjadi acuan, dan Para Pihak satu
sama lain akan mengadakan perhitungan
kemudiam terhadap lainnya berdasarkan
dengan harga tanah per M2 seperti yang
tercantum dalam PPJB, dan perhitungan
kelebihan / kekurangan harga berdasarkan
luas tanah tersebut wajib diselesaikan oleh

Para Pihak sebelum akta jual beli
ditandatangani.

Pasal 2
HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa
harga TANAH DAN BANGUNAN ini wajib
dibayar oleh 'PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA adalah sebagaimana yang
tercantum dalam PPJB.

PIHAK KEDUA menyetujui serta mengikatkan
dirinya untuk membayar harga TANAH DAN
BANGUNAN berikut PPN dengan ketentuan
dan cara-cara sebagaimana yang tercantum
dalam PPJB.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa untuk sahnya
pembayaran harga TANAH DAN BANGUNAN
berikut kewajiban lain yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
harus mengikuti tata cara sebagai berikut :

24.

3.4,

a. Pembayaran dengan uvang tunai harus

dilakukan langsung di Kantor PIHAK
PERTAMA pada Kasir dan berdasarkan
pembayaran tersebut, PIHAK KEDUA akan
menerima Kwitansi yang dikeluarkan oleh staff
PIHAK PERTAMA yang berwenang untuk itu;

. Pembayaran dengan kliring/transfer ditujukan

ke rekening bank PIHAK PERTAMA :

- atas nama: PT. Cowell Development Tbk.
- pada Bank: PT. Bank Central Asia Tbk.

-cabang : Atrium Senen
-no. A/IC  :685-016-6372
-pada Bank : NISP

-cabang :BSD

-no. A/IC : 136-010-800002
-pada Bank : Permata
-cabang : Panglima Polim
-no. A/IC  :070-162-5870

dengan mencantumkan nama PIHAK KEDUA,
nomor blok/kavling, keterangan mengenai
pembayaran serta mengirimkan copy nota
kliring/transfer kepada PIHAK PERTAMA
melalui fax di no: 021-5371123 dan
pembayaran tersebut dianggap telah diterima
oleh PIHAK PERTAMA jika uang yang
dikliring/ditransfer telah masuk ke dalam
rekening PIHAK PERTAMA, selanjutnya
PIHAK PERTAMA akan menerbitkan kwitansi
untuk itu.

Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA  kepada PIHAK  PERTAMA
menyimpang dari cara-cara yang dimaksud
pada pasal 2.3. ini, bukanlah merupakan
suatu pembayaran yang sah dan oleh
karenanya menjadi resiko dan tanggung
jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

Pasal 3

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

Jika PIHAK KEDUA lalai untuk membayar
setiap angsuran danfatau pelunasan harga
TANAH DAN BANGUNAN sesuai dengan
ketentuan dan/atau pada waktu yang telah
ditentukan dalam PPJB, maka PIHAK KEDUA
dikenakan denda keterlambatan sebesar 1

L
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41.

(satu permil) per hari keterllambatan dari
jumlah angsuran yang belum dibayar.

Jika keterlambatan pembayaran jumlah
tersebut diatas, melampuai jangka waktu
pembayaran yang telah ditetapkan (tanggal
jatuh tempo), PIHAK PERTAMA akan
mengeluarkan surat peringatan (SP) untuk
melakukan pembayaran kepada PIHAK
KEDUA masing-masing dalam jangka waktu
yang pantas (SP 1, setelah keterlambatan
pembayaran mencapai 15 hari kalender, SP 2,
setelah keterlambatan pembayaran melampaui
15 hari kalender sejak SP 1 dikeluarkan, SP 3,
setelah keterlambatan pembayaran melampaui
15 hari kalender sejak SP 2 dikeluarkan).

Denda keterlambatan pembayaran tersebut di
atas, harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA sekaligus bersama-sama
dengan jumlah pokok pembayaran yang telah
jatuh tempo.

Dan jika PIHAK KEDUA lalai untuk membayar
salah satu angsuran dan/atau pelunasan harga
TANAJ DAN BANGUNAN, denda-denda dan
biaya-biaya lain yang terhutang lebih dari 45
(empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal
Jatuh Tempo dan PIHAK PERTAMA telah
memberikan SP 1 sampai dengan SP 3 kepada
PIHAK KEDUA, karenanya PIHAK PERTAMA
berhak untuk membatalkan PPJB ini secara
sepihak tanpa memerlukan campur tangan
Pengadilan, dan untuk itu kedua belah pihak
telah sepakat untuk melepaskan segala
ketentuan yang termuat dalam Pasa 1266 dan
1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

- dan PIHAK PERTAMA akan mengembalikan

apa yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA sesuai sanksi-sanksi
seperti yang tercantum dalam Pasal 12 PPJB
ini dan PIHAK KEDUA tidak akan melakukan
gugatan secara hukum dan menuntut ganti

kerugian dalam bentuk apapun kepada PIHAK
PERTAMA.

Pasal 4
PENGGUNAAN BANGUNAN

PIHAK KEDUA waijib dan terikat dengan PPJB
ini untuk menggunakan TANAH DAN
BANGUNAN sebagai rumah tinggal dan/atau
sesuai dengan tujuan  peruntukannya
termasuk tetapi tidak terbatas sesuai dengan

4.2.

43.

5.1.

5.2.

Lampiran @erjanfian Penegasan PEIB

garis sepadan dan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB), dan segala akibat yang timbul karena
penggunaannya yang tidak sesuai dengan
tujuan peruntukannya tersebut, menjadi resiko
dan tanggungan PIHAK KEDUA.

Penggunaan bangunan selain untuk rumah
tinggal tidak dibenarkan. Apabila terjadi
penyimpangan penggunaan TANAH DAN
BANGUNAN, maka PIHAK PERTAMA atau
Pengelola Lingkungan akan mengambil
tindakan-tindakan yang diperiukan dan
dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA atau
Pengelola Lingkungan untuk mengembalikan
fungsi bangunan ini sebagai rumah tinggal
dan/atau sesuai peruntukannya dan PIHAK
KEDUA dengan ini melepaskan tuntutan atau
gugatan atas tindakan PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan penggunaan TANAH
DAN BANGUNAN di Perumahan La Verde ini,
maka PIHAK KEDUA terikat dan senantiasa
harus mentaati “Peraturan Tata Tertib
Lingkungan" yang dari waktu ke waktu
dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan
menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dengan PPJB ini antara lain tetapi tidak
terbatas pada:

a. Peraturan tentang pemeliharaan dan
kebersihan lingkungan serta keamanan
lingkungan.

b. Peraturan tentang
pembayaran air bersih

retribusi  atau

c. Peraturan tentang perbaikan dan/atau
perubahan bangunan.

Pasal 5
PENYERAHAN

PIHAK PERTAMA akan menyerahkan TANAH
DAN BANGUNAN kepada PIHAK KEDUA
sesuai dengan tanggal sebagaimana yang
tercantum dalam PPJB dengan ketentuan
seluruh kewajiban pembayaran sudah dilunasi
oleh PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat
menyerahkan TANAH DAN BANGUNAN
kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan tanggal
sebagaimana dimaksud dalam PP4B, jvaka

araf



5.3.

5.4,

5.5.

5.6

PIHAK PERTAMA diberi perpanjangan waktu
penyerahan TANAH DAN  BANGUNAN
maksimal 3 (tiga) bulan (“Perpanjangan
Waktu").

Dalam hal terjadi sesuatu di luar kemampuan
PIHAK PERTAMA (force majeur), maka jangka
waktu penyelesaian dan penyerahan dapat
diperpanjang dan akan diatur dalam perjanjian
tambahan (Addendum).

Apabila PIHAK PERTAMA terlambat / lalai
menyelesaikan bangunan pada hari yang telah
ditetapkan  dan/atau  setelah mendapat
Perpanjangan Waktu sebagaimana dimaksud
pada butir 5.2 diatas, maka PIHAK PERTAMA
dikenakan sanksi denda sebesar 1 %o (satu
permil) per hari dari sisa nilai bangunan yang
masih  belum terselesaikan dengan jumlah
maksimum sebesar 5% (lima persen), tanpa
mengurangi kewajiban dari PIHAK KEDUA
untuk membayar denda-denda (jika ada).

Pada tanggal penyerahan TANAH DAN
BANGUNAN  sesuai Pasal 5.1 PIHAK
PERTAMA akan menyampaikan
pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA wajib datang kepada PIHAK
PERTAMA untuk menerima penyerahan dari
PIHAK PERTAMA dengan menandatangani
‘BERITA ACARA SERAH TERIMA”.

Apabila PIHAK KEDUA lalai atay belum/tidak
bersedia untuk melakukan pemeriksaan fisik
dan menerima penyerahan bangunan (berikut
tanah) pada waktu yang ditetapkan maka dalam
jangka waktu 15 (liima belas) hari kalender
setelah tanggal tersebut, maka dengan
lewatnya waktu saja PIHAK KEDUA dianggap
menerima TANAH DAN BANGUNAN tersebut
dengan baik dan selayaknya sehingga segala
kewajiban dan risiko yang timbul setelah
tanggal serah terima tersebut menjadi tanggung
jawab dan beban PIHAK KEDUA, dan dengan
ini PIHAK PERTAMA sekarang untuk nanti
pada waktunya diberi kuasa oleh PIHAK
KEDUA untuk menerima dan menandatangani
BERITA ACARA SERAH TERIMA dalam waktu
7 (tuuh)  hari  kalender setelah
tanggalpemberitahuan untuk pelaksanaan serah
terima TANAH DAN BANGUNAN, PIHAK
KEDUA tidak hadirdan/atau tidak

5.7.

6.1.

6.2.

(%
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menandatangani BERITA ACARA SERAH
TERIMA bangunan dimaksud, namun hal
tersebut bukan merupakan kewajiban dan tidak
mengikat PIHAK PERTAMA.

Setalah ditandatanganinya BAST maka segala
risiko dan biaya atas pemakaian listrik kepada
PLN danfatau  PIHAK PERTAMA, dan
pembayaran rekening air kepada PAM dan/atau
PIHAK  PERTAMA, Iluran Pengelolaan
Lingkungan  (IPL) (al kebersihan dan
keamanan) iuran-iuran dari RT/RW serta iuran-
iuran lain menjadi beban dan wajib dibayar oleh
PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PERUBAHAN BANGUNAN

PIHAK KEDUA dilarang untuk melakukan
perubahan / penambahan bangunan baik
bangunan tampak, konstruksi dan tingkat, baik
sebelum maupun sesudaj harga jual beli
dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA, kecuali
setelah ditandatanganinya BAST dan telah
mendapat persetujuan terlebih dahuly dari
PIHAK PERTAMA dengan ketentuan tampak
muka bangunan tidak boleh berubah.

Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan
atau penambahan bangunan setelah melunasi
seluruh Harga Jual Beli, tanpa sepengatahuan
atau ijin dari PIHAK PERTAMA sementara
pembangunan bangunan belum selesai, maka
7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat
teguran diterima oleh PIHAK KEDUA dari
PIHAK  PERTAMA, maka PIHAK KEDUA
dianggap sudah menerima kondisi bangunan
dengan apa adanya dan masa pemeliharaan
dari PIHAK PERTAMA tidak ada lagi.

Pasal 7
MASA PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan atas TANAH DAN
BANGUNAN adalah 90 (Sembilan puluh) hari
kalender sejak saat tanggal penyerahan atau
sejak tanggal ditandatanganinya BAST, dimana
PIHAK PERTAMA masih bertanggung jawab
atas kerusakan-kerusakan yang dikomplain,
akan tetapi bukan karena kerusakan-kerusakan
lain yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK

KEDUA dan/atau pihak ketiga.
4/ PA\
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8.1

8.2

Masa pemeliharaan tidak berlaku apabila
PIHAK KEDUA telah melakukan perubahan
untuk bangunan tersebut, yang tidak sesuai
dengan ketentuan dalam PPJB ini.

Pasal 8
JAMINAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA menjamin kepentingan
PIHAK KEDUA bahwa TANAH DAN
BANGUNAN yang menjadi obyek dari PPJB ini
adalah hak PIHAK PERTAMA berdasarkan
sertipikat.

Apabila dikemudian hari oleh karena satu sebab
PIHAK PERTAMA tidak dapat menyerahkan
TANAH DAN BANGUNAN kepada PIHAK
KEDUA maka PIHAK PERTAMA bersedia
mengembalikan uang yang telah diterima dari
PIHAK KEDUA kecuali biaya, ongkos, pajak
yang telah disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 9
JAMINAN PIHAK KEDUA

Selama PIHAK KEDUA belum menyelesaikan seluruh
kewajiban berdasarkan PPJB ini, PIHAK KEDUA tidak
berhak dan berjaniji tidak akan :

a.

10.1.

. mengalihkan atau memindahkan haknya atas

TANAH DAN BANGUNAN kepada pihak lain,
kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA:
menjaminkan atau mempertanggungkan TANAH
DAN BANGUNAN dalam bentuk dan dengan
cara apapun kepada pihak lain;

mengadakan perombakan atau penambahan
atas TANAH DAN BANGUNAN tanpa ijin tertulis
dari PIHAK PERTAMA;

Menyewakan atau memberikan kesempatan
untuk menghuni/ menempati/ mempergunakan
TANAH DAN BANGUNAN kepada pihak lain.

Pasal 10
PEMINDAHAN HAK

Selama belum dilaksanakannya jual beli di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan
untuk  memindahkan ~ TANAH  DAN
BANGUNAN obyek dari PPJB ini kepada
pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis
dari PIHAK PERTAMA.

10.2.

10.3.

10.4

Lampiran Perjanfian Penegasan PPIB

Dalam hal PIHAK PERTAMA memberikan
persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA
untuk mengalihkan TANAH DAN BANGUNAN
kepada pihak ketiga, maka PIHAK KEDUA
menyetujui serta sepakat untuk membayar
kepada PIHAK PERTAMA biaya administrasi
sebesar 3% (tiga persen) dari harga saat
transaksi pemindahan hak tersebut dilakukan
atau dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada
saat setiap transaksi setiap pemindahan hak
(mana yang lebih tinggi), pembayaran mana
harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebelum
transaksi pemindahan hak dilakukan.

Pengalihan mana hanya dapat dilakukan
maksimal 2 (dua) kali.

Untuk Pengalihan hak tersebut akan dibuatkan
surat atau formulir persetujuan pemindahan hak
antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiha dan
disetujui oleh PIHAK PERTAMA yang akan
diikuti oleh pembuatan Addendum; dan atas
pengalihan tersebut segala beban pajak-pajak
yang akan timbul dikemjdian hari termasuk
namun tidak terbatas pada pajak-pajak
pengalihan baik Pajak Penghasilan final (PPh
final) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) akan menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA dan/atau pihak ketiga
sepenuhnya.

Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan

pemindahan ha katas TANAH DAN

BANGUNAN tanpa mendapatkan persetujuan

tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA

atau dalam hal pemindahan hak TANAH DAN

BANGUNAN telah mendapatkan persetujuan

tertulis dari PIHAK PERTAMA, namun PIHAK

KEDUA tidak membayar biaya administrasi

sebesar 3% (tiga persen), maka PIHAK

PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu

sama lain bahwa :

a. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari
kewajiban untuk melaksanakan-jual beli
dihadapan PPAT dengan PIHAK KEDUA
atau pihak ketiga yang menerima hak dari
padanya, dan PIHAK PERTAMA baru
dapat melaksanakan jual beli dihadapan
PPAT setelah PIHAK KEDUA membayar
biaya administrasi sebesar 3% (tiga

persen) tersebut.

Paraf



10.5

10.6

10.7.

11.1.

b. Sebagai akibat dari ketentuan butir (a)
diatas, maka PIHAK PERTAMA
dibebaskan dari  kewajiban  untuk
menyerahkan sertipikat tanah dan/atau
dokumen-dokumen  lainnya  yang
berkaitan  dengan TANAH  DAN
BANGUNAN kepada PIHAK KEDUA atau
pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
padanya.

C. Sebagai akibat dari ketentuan pasal ini,
PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK
PERTAMA dari segala tanggung jawab
dan risiko dalam bentuk apapun.

d. PIHAK PERTAMA baru dibebani
kewajiban untuk melaksanakan jual beli
dihadapan PPAT apabila PIHAK KEDUA
atau pihak ketiga yang menerima
pemindahan hak telah membayar biaya
administrasi sebesar 3% (tiga persen)
dan pajak-pajak serta biaya-biaya lain
yang diatur dalam PPJB ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan pemindahan hak atas
TANAH DAN BANGUNAN, PIHAK KEDUA
dibebani kewajiban untuk menyampaikan
kepada pihak ketiga yang menerima
pengalihan tersebut bahwa Syarat-syarat yang
terdapat pada PPJB ini mengikat pihak ketiga
tersebut sepenuhnya,

Pajak-pajak dan biaya-biaya lain yang timbul
sebagai akibat dari pengalihan/pengoperan
hak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
dan/atau pihak ketiga atau para ahli waris
PIHAK KEDUA.

Apabila PIHAK KEDUA melakukan pemindahan
hak kepada pihak ketiga tanpa persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA maka perjanjian
pemindahan hak antara PIHAK KEDUA dengan
pihak ketiga dimaksud menjadi batal dan tidak

~ mengikat bagi PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
KETENTUAN PEMBATALAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa PPJB ini
manjadi batal apabila terjadi hal - hal sebagai
berikut :

11.3.

12.1.
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a. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan
pelanggaran terhadap salah satu atau
seluruh ketentuan pasal-pasal 2, 3, 4, 9
dan 13 PPJB ini.

b. PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri
mengundurkan diri atau membatalkan
PPJB ini karena sebab atau alasan
apapun juga.

¢. PIHAK KEDUA dinyatakan palilit, ditaruh
di bawah pengampuan atau karena
apapun juga tidak berhak lagi mengurus
dan menguasai harta kekayaannya.

d. Seluruh atau salah satu kegiatan PIHAK
KEDUA dibubarkan dan/atau kekayaan
PIHAK KEDUA disita, diambil alih atau
dikenakan tindakan lain oleh Pengadilan
dan/atau Instansi Pemerintah lainnya dan
PIHAK KEDUA tidak mampu mengambil
tindakan-tindakan untuk mengamankan
kepentingan PIHAK PERTAMA dalam
waktu 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak adanya pembubaran,
penyitaan, pengambilalihan atau
pengenaan tindakan lain oleh Pengadilan
atau Instansi Pemerintah lainnya tersebut
di atas.

e. PIHAK KEDUA meninggal dunia dan
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
saat meninggalnya PIHAK KEDUA, para
ahli warisnya tidak mematuhi kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam Pasal
18.2 PPJB ini dimana dengan lewatnya
waktu 3 (tiga) bulan saja sudah
merupakan bukti yang cukup akan
ketidaksanggupan para ahli waris PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa sehubungan
dengan batalnya dan berakhimya PPJB ini,
maka Para Pihak melepaskan ketentuan pasal
1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer).

Pasal 12
AKIBAT BATAL

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

sepakat satu sama lain bahwa dglam hel
raf



122,

Perjanjian ini menjadi batal, maka akan
berlaku ketentuan—ketentuan sebagai berikut:

a.  TANAH DAN BANGUNAN yang menjadi
obyek dari Perjanjian ini tetap
merupakan hak PIHAK PERTAMA dan
oleh  karenanya PIHAK KEDUA
berkewajiban untuk menyerahkan dalam
keadaan kosong kepada PIHAK
PERTAMA selambat-lambatnya dalam
waktu 14 (empat belas) hari kalender
terhitung sejak hari dan tanggal PPJB ini
menjadi batal (jika TANAH DAN
BANGUNAN telah diserahkan kepada
PIHAK KEDUA).

b. Dalam hal pembayaran atas harga
TANAH ~ DAN  BANGUNAN yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA kurang
dari atau sama dengan 15% (lima belas
persen) dari nilai transaksi, maka
keseluruhan  pembayaran  tersebut
menjadi hak PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA baik sekarang maupun
dikemudian hari melepaskan PIHAK
PERTAMA dari segala tuntutan yang
berkaitan dengan pembayaran tersebut,

c. Dalam hal pembayaran atas harga
TANAH DAN  BANGUNAN yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA melebihi
15% (lima belas persen) dari harga
pengikatan, maka sebesar 15% (lima
belas persen) dari harga TANAH DAN
BANGUNAN akan menjadi milik PIHAK
PERTAMA  dan sisanya  akan
dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kalender setelah
PIHAK PERTAMA berhasil menjual
TANAH DAN BANGUNAN tersebut
kepada pihak lain. Seluruh pajak-pajak
yang telah disetorkan ke kas Negara
tidak dapat dikembalikan.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak bersedia
menerima uang pengembalian pembelian
TANAH DAN BANGUNAN sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12.1 point ¢ di atas,
maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan
pengembalian uang PIHAK KEDUA secara
konsinyasi  melalui  Pengadilan Negeri

12.3.

13:1.

13.2.

13.3.
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setempat dan PIHAK KEDUA dengan ini
menyetujui konsinyasi tersebut.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa sehubungan
dengan  pengosongan TANAH  DAN
BANGUNAN yang dimaksud pada Pasal 12.1
poin a diatas, sepanjang diperukan para pihak
melepaskan  ketentuan-ketentuan  dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 1963
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984
berikut perubahan-perubahannya.

Pasal 13
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA-BIAYA

Terhitung sejak ditandatanganinya BAST oleh
Para Pihak, maka Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), biaya uitlitas dan biaya-biaya lain
berkenaan dengan TANAH DAN BANGUNAN
seluruhnya menjadi beban dan tanggung
jawab PIHAK KEDUA.

IPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.7
di atas besamya akan ditetapkan kemudian
oleh PIHAK PERTAMA, yang untuk pertama
sekali harus dibayar untuk 6 (enam) bulan
dimuka dan selanjutnya wajib dibayar setiap 1
(satu) bulan dimuka oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA. Besarnya IPL dan
tagihan-tagihan lain akan ditinjau kembali
setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan
kepada PIHAK KEDUA melalui
pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
atau Komisi/Manajemen Estate yang ditunjuk
oleh PIHAK PERTAMA.

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak
Penghasilan Final (PPh Final) untuk setiap
pembayaran atas pembelian unit pesanan
akan dibayar langsung ke kas Negara.

b. PPh Final akan menjadi beban PIHAK
KEDUA, apabila:

terjadi pembatalan pemesanan /
pembelian  atas TANAH  DAN
BANGUNAN;

PIHAK' PERTAMA telah memanggil
PIHAK KEDUA untuk menandatangani
Akta Jual Beli dihadapan PPAT, namun
PIHAK KEDUA tidak hadir, dan atas
kelalaian tersebut apabila pada saat
akan ditandatanganinya Akta Jual Beli

M



134.

13.5.

141,

14.2.

terdapat selisih lebih tinggi nilai NJOP
daripada nilai transaksi, maka PPh
Final atas selisih nilai tersebut menjadi
beban pihak kedua.

Apabila dikemudian har terbit peraturan
pemerintah tentang pembaharuan, pengenaan
pajak atas suatu obyek pajak yang berkaitan
dengan Perjanjian ini, maka pembayaran
pajak tersebut menjadi tanggung jawab dan
wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sepanjang
pengenaan tersebut berlaku setelah tanggal
PPJB ini.

Pajak-pajak yang telah dibayarkan ke Kas
Negara merupakan beban PIHAK KEDUA dan
tidak dapat dikembalikan kepada PIHAK
KEDUA.

Pasal 14
AKTA JUAL BELI

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
sepakat satu sama lain bahwa Para Pihak
akan melangsungkan dan menandatangani
akta jual beli di hadapan PPAT dalam hal
telah dipenuhi aspek-aspek antara lain

a. PIHAK KEDUA telah membayar lunas
seluruh harga, pajak-pajak dan biaya-
biaya serta denda-denda sebagaimana
disebut dalam PPJB ini.

b. Sertipikat HGB atas TANAH DAN
BANGUNAN tercatat atas nama PJHAK
PERTAMA telah diperoleh.

¢. PIHAK KEDUA telah membayar bea
Perolehan Hak Atas Tanah Dan
Bangunan (BPHTB) sesuai dengan
peraturan perundang yang berlaku.

d. Semua syarat-syarat yang diatur atau
ditentukan oleh PPAT telah terpenuhi.

Pada saat melangsungkan jual beli di
hadapan PPAT dan/atau pada waktu
melangsungkan pengikatan di hadapan
Notaris, PIHAK KEDUA wajib membawa dan
memperlihatkan  asli  surat-surat  berikut
kwitansi-kwitansi mengenai pembayaran lain
yang telah dikeluarkan oleh PIHAK
PERTAMA.

Lampiran @erjanfian Penegasan CPKB

14.3. Setelah terpenuhinya semua aspek-aspek
sebagaimana diatur dalam Pasal 14.1 diatas,
maka Para Pihak akan menandatangani Akta
Jual Beli dihadapan PPAT, paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal undangan
penandatanganan Akta Jual Beli (AJB).

144 Apabila setelah diundang secara patut sesuai
ketentuan Pasal 14.3 diatas, PIHAK KEDUA
tidak hadir dan  belum  melakukan
penandatanganan AJB dihadapan PPAT dan
PIHAK PERTAMA dengan alasan sebab
apapun, maka PIHAK KEDUA akan
menanggung segala risiko beban biaya yang
mungkin timbul dikemudian hari termasuk
namun tidak terbatas pada beban perpajakan
dan oleh karenanya membebaskan PIHAK
PERTAMA dari segala tuntutan dan gugatan
dalam bentuk apapun baik dari PIHAK KEDUA
sendiri maupun pihak ketiga lainnya.

Pasal 15
PEMBERITAHUAN

151, Setiap berita atau pemberitahuan kepada
Para Pihak dalam PPJB ini disampaikan
dengan surat secara pribadi (dengan suatu
tanda penerimaan) surat tercatat, surat kawat
atau faksimilie dengan memakai alamat
sebagaimana tercantum dalam PPJB atau
alamat lain sebagaimana tecantum dalam
Surat Pesanan.

15.2.  Jika terjadi perubahan dari alamat yang
tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, maka
pihak yang mengubah alamatnya tersebut
wajib untuk memberitahukan perubahan
tersebut kepada pihak lainnya dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah
perubahan tersebut terjadi atau dilakukan.
Segala akibat yang timbul karena perubahan
alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak
lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan
tanggungan pihak yang merubah alamat yang
bersangkutan.

Pasal 16
FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tegas
menyetujui  bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan
bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau

LT



kegagalan untuk memenuhi suatu atau beberapa
kewajibannya sebagaimana dirinci dalam PPJB ini
apabila keteambatan dan/atau kegagalan tersebut
diakibatkan oleh kejadian atau peristiwa yang secara
layak dan patut tidak dapat dihindari/dielakkan atau
berada diluar kemampuan PIHAK PERTAMA untuk
menghindari  kejadian atau peristiwa dimaksud,
termasuk tetapi tidak terbatas bencana alam,
kebakaran, perang, pemogokkan buruh, huru
hara/kerusuhan, pemberontakkan, kelangkaan dan
kekosongan bahan bangunan di pasaran dan
peraturan-peraturan/kebijaksanaan pemerintah
dibidang moneter yang menyebabkan perubahan pada
nilai mata uang dan harga ( a.l. devaluasi, kenaikkan
harga bahan bangunan resmi, dsb.).

Pasal 17
KEBIJAKAN MONETER

Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan
fiskal dan/atau moneter dari pemerintah Republik
Indonesia dan/atau terjadi suatu keadaan yang
menyebabkan kelangkaan atau kenaikan harga bahan-
bahan bangunan, maka PIHAK KEDUA menyetujui
seluruh jumlah sisa pembayaran yang masih menjadi
kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA
disesuaikan dengan adanya perubahan tersebut yang
akan ditetapkan dan diberitahukan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 18
LAIN-LAIN

18.1.  Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan
dan/atau penambahan atas isi dari PPJB ini,
maka Para Pihak akan merundingkan secara

- musyawarah dan mufakat serta hasilnya akan
dituangkan ke dalam suatu addendum yang

merupakan  bagian yang tidak dapat
dipisahkan dari PPJB ini.
18.2.  Perjanjian ini tidak  berakhir dengan

meninggalnya PIHAK KEDUA dan selama
seluruh kewajibannya belum terpenuhi maka 3
(tiga)bulan terhitung  sejak meninggalnya
PIHAK KEDUA para ahli warisnya dan/atau
kuasanya yang sah, dengan menunjukkan
bukti-bukti yang disetujui PIHAK PERTAMA
wajib  menggantikan  kedudukan  dan
meneruskan kewajiban PIHAK KEDUA yang
tercantum dalam PPJB ini. Apabila setelah
melewati jangka waktu 3 (tiga) bulanternyata
tidak ada ahli waris PIHAK KEDUA yang

18.3.

18.4.

18.5

19.1.

19.2.
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mewakili untuk meneruskan hak dan
kewajiban hukum PIHAK KEDUA berdasarkan
PPJB ini, maka PIHAK PERTAMA dapat
langsung membatalkan secara sepihak PPJB
ini dan atas pembatalan ini berlaku Pasal 12
PPJB ini.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam PPJB ini
yang menjadi tidak berlaku karena suatu
peraturan  perundang-undangan, maka
ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak
mengakibatkan batalnya PPJB ini, dan
ketentuan yang tidak diubah masih tetap
berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak
menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib
untuk  membuat dan menandatangani
ketentuan yang baru untuk menggantikan
ketentuan yang sudah tidak berlaku tersebut,
dengan satuflebih ketentuan yang sah dan
berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.

Diketahuinya atau didiamkannya oleh PIHAK
PERTAMA tentang suatu pelanggaran yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap salah
satu syarat atau ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam PPJB ini tidak akan
dianggap berlaku sebagai suatu pelepasan
syarat-syarat atau  ketentuan-ketentuan
tersebut oleh PIHAK PERTAMA dan suatu
persetujuan atau izin dari PIHAK PERTAMA
berkenaan dengan hal tersebut hanya akan
berlaku jika diberikan secara tegas dan
tertulis.

PPJB tetap mengikat pengganti dari masing-
masing pihak.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisinan, perbedaan pendapat
maupun sengketa yang timbul sehubungan/
sebagai akibat dari PPJB ini, maka Para Pihak
akan menyelesaikan secara musyawarah,

Jika penyelesaian secara musyawarah tidak
membawa hasil, maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi
secara hukum dan untuk kepentingan tersebut
Para Pihak setuju untuk memilik tempat
kediaman hukum yang tetap dan tidak

0/ Paraf
1}



berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Tangerang.

Pasal 20
PENUTUP

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah
membaca, memahami dan menyetujui seluruh isi dari
PPJB.

e -0000000---=======-- -
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SURAT KETERANGAN
Nomor : 099/LGL-EX/X1/2018

Yang bertanda tangan di Bawah ini:
I. Nama : Ir. Wahyu Hartanto
Jabatan - Direktur PT Cowell Development, Tbk
2. Nama : Firdaus Fahmi
Jabatan : Direktur PT Cowell Development. Tbk
Dengan mi menerangkan bahwa: ™

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan
Serpong Utara, Kelurahan Jelupang, setempat dikenal sehaé"__a,i“l_’emmahan Laverde Blok
D2 No28 tercatat atas nama LOA JIMMY WAMA#AYA “berdasarkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0009/COWELL-SPLYYV/2012 tertanggal 27 Mei 2012
(selanjutnya disebut “Tanah dan Bangunan™)/ Qf:; v/
Tanah dan bangunan tersebut akan dialikil ﬁUS‘}"I HARTANTO, yang
beralamat di JI. Lengkong No.1 C, RT.001, Rw__j)f?;/-;gelwqh”an Banaran, Kecamatan
Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pemegang K4P dengan NIK 351808260389001 yang
pembeliannya akan menggunakan fasilitas kegdit KPR dary’PT. Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk (KC BSD). 7 w

)
.

Sertipikat HGB atas Tanah dan guuggtg"me&m diatas masih dalam proses pengurusan
dan apabila telah selesai akandilakukin penandatanganan AJB dihadapan PPAT yang
ditunjuk oleh PT Cowell ’doquéhﬁ[jlj@se abat-lambatnya dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal irfi-dan_apabila telah selesai di balik nama ke atas nama

MUSA HARTANTO maka atas permintaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk
(KC BSD) sertipikat te kan diserahkap kepada -
PT. Bank Negara Ingonesia'(Persero), Tbk (KC BSD)
/% Ggdung BNI It.1 dan 3
/ NaPahlawan Seribiu, Kav. Sunburst Lot 1-5
@ < Lengkong Gudang, BSD City

<3 Kota Tangerang Selatan

™

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 November 2018
PT. Cowell Development, Tbk

Ir. Wahvyu Hartanto Firdaus Fahmi
-, Direktur Direktur
PT Cowell Development Thk.

Coweil Tower 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410
(t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919
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BIAY A BNI GRIY A An.

GRIYA PEMBELIAN/ RENOVASI / TAKEOVER / REFINANCING / MULTIGUNA RUMAH TINGGAL / RUKO /
RUSUN/ APARTEMEN/ KAVLING

CONTACT PERSON / SALES
CONTACT PERSON (SKK /LOS)
KREDIT YG DISETUJUT
JANGRKA WAKTU

SUKU BUNGA

ANGSURAN

‘ BIAYA-BIAYA BANK
PROPISL

ADMINISTRASI

PREMI ASS. JIWA - BNI LIFE

PREMI ASS. KEBAKARAN - TRIPAKARTA

BIAYA-BIAYA NOTARIS ( ESTIMASI)
PENGIKATAN SKMHT @ Rp. 250,000,
NGIKATAN APHT
FNBEP HAX TANGGUNGAN

ENGECEKAN SERTIPIKAT @ Rp.300.000,-

1

=

5

gy

TOTAL BIAYA

SALDO BLOKIR (ANGSURAN + MIN.TAPLUS)
TOTAL

NAMA PERUMAHAN/ APARTEMEN
DEVELOPER/! PEMILIK

PKS + ADD. NO./TGL.

PROGRESS BANGUNAN

NLLAL FADAIN VWWASAN

MINIMUM UANG MUKA YANG HARUS DIBAYAR

Catatan :
- Biaya diatas belum termasuk Pajak, AJB, BPHTB &
( cf. Notaris apabila ada )

- Sandara wajib membuka rekening afiliasi / tabun
- Biaya diatas sudah harus disiapkan di rekenin

- Kelengkapan berkas sebagai syarat pencairan
- Syarat lain cfm. PKS, usul dan ketentuan yang

Untuk penandatanganan Perja njlan Kredit
1. Pasangan Pemohon hadir dalam penandatanganan PK_
2. Ash : KTP suami + istr, K}Lmndkah/aktacemi,
3. Ash Sertpikat, ash IMB
4
5

- Ashi buku tabungan bank BNI dan tabun
. Materz1 @ Rp.6.000,- (+/- 10 bh )
MOHON KEPASTIA

UNGAN SEMENTARA RINCIAN

gan (Taplus) di BNI.
g afiliasi ( taplus BNT
(poin 9 ) wa
berlaku.

MUSA HARTANTO

JOKO SITANGGANG
TRIRIFAN/IKHWAL
Rp 937,000,000

300
7.75%
7,077,431

BSD

A
o

14,055,000
500,000
28,110,000
2,118,400

44,783,400

1.50%

284,000,000

1,000,000
3,513,750
2,500,000

300,000

7,313,750
52,097,150

1,103,000,000
1,171,250,000

FEREEE BREEE

g

7,227,431
Rp 59.324,581

SERPONG PARK CLUSTER LUNAIRE D2728-TANGSEL
MUSA HARTANTO

Materai, Balik Nama, Ploting, dII

It ) sebelum penandatanganan PK.
iib dipenuhi sebelum penandatanganan PK.

{PK) harap dlbawa :

gan lain ( apabila duampirkan diaplikast)

N TANGGAL AKAD PALING L.AMB
- AT 1(SATU) BULAN SESUDAH TANGG,
I’ERSETUI(/ANKRI;‘D!I‘ ’ e

Scanned by CamScanner




SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : LOA JIMMY KAMAJAYA
NIK :3172023101580012
Alamat : JI. Agung Utara I Blok E No. 29 Rt.004 Rw. 018 Kel. Sunter Agung

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut “Pemberi Pernyataan”

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemberi Pernyataan adalah pembeli Tanah dan Bangunan seluas 90m?/71m?,
terletak di Blok D2/No.28 Komplek Perumahan Laverde, berlokasi di Desa Jelupang,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut “Tanah
dan Bangunan”) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor
0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei 2012 juncto Perjanjian Penegasan atas
Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei

2012 (selanjutnya disebut sebagai “PPJB”) antara Pemberi Pernyataan dengan PT
Cowell Development, Tbk. (“Developer”).

Bahwa Pemberi Pernyataan bermaksud mengalihkan hak dan kewajiban atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana tercantum pada PPJB, kepada :

Nama : MUSA HARTANTO

NIK : 3518082603890001

Alamat : J1. Lengkong No. IC Rt.001 Rw.017 KEI. Banaran Kec. Kertosono
Kabupaten Ngajuk Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut “Penerima Pengalihan”.

Bahwa Pemberi Pernyataan dalam melakukan pengalihan atas Tanah dan Bangunan
tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari istri Pemberi Pernyataan.

Bahwa Pemberi Pernyataan dengan ini setuju untuk mengalihkan serta menyerahkan
segala hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan PPJB kepada Penerima
Pengalihan, dan menjamin Penerima Pengalihan akan menerima pengalihan hak dan
kewajiban tersebut serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PPJB,
sehingga selanjutnya Penerima Pengalihan menggantikan kedudukan Pemberi Pernyataan

dalam PPJB.
i) ﬂc..Paraf



5. Bahwa dikarenakan sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, Pemberi Pernyataan
belum pernah menandatangani akta Jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang,
maka Pemberi Pernyataan dengan ini melepaskan haknya kepada Penerima Pengalihan
untuk dapat menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT yang ditunjuk oleh
Developer. Akta jual beli dapat ditandatangani setelah Penerima Pengalihan
menyelesaikan segala kewajibannya dengan baik dan setelah sertipikat hak atas Tanah

dan Bangunan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam
PPIB.

6. Bahwa Pemberi Pernyataan tidak pernah atau belum pernah memindahkan
/menjaminkan/mengalihkan hak dengan cara bagaimanapun dalam bentuk apapun kepada
pihak ketiga lain. Lebih lanjut, Pemberi Pernyataan dengan ini menjamin bahwa tidak ada
pihak lain yang dapat menuntut atau menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau
turut mempunyai hak atas Tanah dan Bangunan tersebut.

7. Bahwa Pemberi Pernyataan berjanji untuk membebaskan PT Cowell Development, Tbk.
selaku Developer dari segala resiko atau akibat hukum yang timbul maupun akan timbul
sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban atas Tanah dan Bangunan
ini. Lebih lanjut, Pemberi Pernyataan dengan ini berjanji untuk tidak akan melakukan
klaim, tuntutan, gugatan dalam bentuk apapun atau karena sebab apapun baik di dalam

maupun di luar pengadilan sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan dalam
Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan apapun dari pihak
manapun, apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,

maka Pemberi Pernyataan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum atas pernyataan yang
disampaikan.

Serpong, 26 November 2018

Pemberi Pernyataan Menyetujui,

LOA JIMMY KAMAJAYA MUSA HARTANTO

(y %araf



Serpong, 5 November 2018

Perihal ~ : Permohonan Pengalihan Hak dan Kewajiban atas Tanah dan Bangunan

Kepada Yth. :

PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk
Cowell Tower, Lantai 3, Senen Raya No.135
Jakarta — 10410

Up. : Bapak/Ibu Bagian Sales Admin
Dengan hormat,

Bersama ini, saya :

Nama : LOAJIMMY KAMAJAYA
NIK :3172023101580012
Alamat : JI. Agung Utara I Blok E No. 29 Rt. 004 Rw. 018 Kel. Sunter Agung

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara '

Selaku pembeli atas Tanah dan Bangunan pada Komplek Perumahan Laverde di Blok D2/No.28,
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27
Mei 2012 juncto Perjanjian Penegasan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor
0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei 2012 (selanjutnya disebut sebagai “PPJB™),
bersama ini hendak mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak dan kewajiban terhadap
pembelian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam PPJB, kepada :

Nama : MUSA HARTANTO
NIK : 3518082603890001
Alamat : J1. Lengkong No. IC Rt.001 Rw. 017 Kel. Banaran Kec. Kertosono

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
- selanjutnya disebut “Penerima Pengalihan”).

Sehubungan dengan permohonan pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas,
baik saya maupun Penerima Pengalihan bersedia untuk tunduk pada seluruh ketentuan yang
tercantum dalam PPJB maupun segala prosedur yang diwajibkan oleh PT Cowell Development,
Tbk selskn Developer, termasuk diantaranya untuk menandatangani dokumen-dokumen yang
diperdukan, membayarkan biaya-biaya yang dipersyaratkan sechingga dapat terlaksananya
pengalihan hak dan kewajiban dimaksud.

Dm&l Permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima

Yang Mengalihkan

AYA ,0 '



2 BNI

Jakarta, 20 Juli 2020

No : BSD/2.2/2020/ 1S ¢4
Lamp. : 1(satu) set

Kepada Yth.

BAPAK MUSA HARTANTO

PERUMAHAN LAVERDE CLUSTER LUNAIRE BLOK D2 NO.28,
KELURAHAN JELUPANG, KECAMATAN SERPONG UTARA,
TANGERANG SELATAN

Hal : Surat Keterangan

Cfm. Permohonan Saudara tanggal 20 Juli 2020

Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Saudara telah menjadi debitur BNI Griya
dengan nomor rekening 773586651.

Bersama ini kami menerangkan bahwa atas pinjaman BNI Griya tersebut dijaminkan dengan
bukti kepemilikan sebagai berikut :

- Perjanjian Pengalihan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Penegasan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli No. 0009/COWELL-SPLV/V/2012 Tgl. 26-11-2018, an. Musa Hartanto.

- Perjanjian Penegasan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0009/COWELL-
SPLV/V/2012 Tgl. 26-11-2018, an. Loa Jimmy Kamajaya.

- Surat Keterangan (Cover Note) dari PT. Cowell No. 099/LGL-EX/XI/2018 Tgl. 01-11-2018,
an. Musa Hartanto.

- Foto Copy IMB. No. 648.3/263-BP2T/2013 Tgl. 12-02-2013, an. PT. COWELL DEVELOPMENT,
TBK / AHMAD YUDI AFFANDI.

Dengan alamat Jaminan di PERUMAHAN LAVERDE CLUSTER LUNAIRE BLOK D2 NO.28,
KELURAHAN JELUPANG, KECAMATAN SERPONG UTARA, TANGERANG SELATAN.

% A

o+ PT BApn.

HERDIANTO SEDIONO | |
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk.
Pgs. Pemimpin Kantor C:

ang Bumi Serpong Damai



¢/ Cowell

LAVERDE

SURAT PEMESANAN PEMBELIAN RUMAH

No. LV - 0045
Yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama : LOA JIIMMY KAMAJAYA
2. Alamat

Kec. Tanjung Priok — Jakarta Utara

3. Alamat Korespondensi

Kec. Tanjung Priok — Jakarta Utara

4. No. KTP / Identitas :09.5103.310158.0942
5. No. NPWP i
6. No. Telepon{rumah/hp) : /
= 7. Alamat Kantor : -~
8. No. Telepon ! s

(selanjutanya disebut “Pemesan”)

:JI. Sunter Agung Utara | Blok E No. 29, RT/RW. 004/018, Kel. Sunter Agung

:Jl. Sunter Agung Utara | Blok E No. 29, RT/RW. 004/018, Kel. Sunter Agung

Email

No. Fax

Pemesan dengan ini setuju untuk memesan rumah/ruko* dari PT. Cowell Development Tbk, berkedudukan di Serpong
(selanjutnya disebut “Penerima Pesanan”) yang nantinya akan disebut “La Verde” sebagaimana diusulkan dibawah ini :

= Cluster : Lunaire

= Nomor Unit :D2/ 28

® LuasTanah / Bangunan :71/90

= Type : Achantus

= Media :

= Serah Terima : 24 Bin

Cara Pembayaran : KPR EXPRESS

Harga Pengikatan
- Harga Pengikatan:

- PPN 10%

Total Harga Pengikatan Awal

Rebate
Premium

Total Harga Pengikatan Akhir

: 547,090,309

54,709,091

: 601,800,000

: 601,800,000

No Keterangan Jatuh Tempa Jumlah Rupiah No Keterangan Jatuh Tempo Jumilah Rupiah
1 Booking Fee 27-May-12 10,000,000

2 DP 1 10-Jun-12 85,270,000

3 DP 2 10-Jul-12 85,270,000

4 Akad KPR 10-Aug-12 421,260,000

1. Harga sudah termasuk :
- PPN Tanah dan Bangunan;
- ljin Mendirikan Bangunan;
- Biaya Akta lual Beli & Balik Nama;
- Biaya Pemecahan Sertifikat (HGB);
- Biaya Penyambungan PLN dan Air PDAM;

PT Cowell Development Tbk.
Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410
(t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919

e\ Y

565 | “m
Cert No.: [D10/1597
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2. Harga belum termasuk :
- Biaya KPR;
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan;
- Biaya luran Pemeliharaan Lingkungan {IPL);
- Biaya Penggunaan/Utilitas (termasuk tetapi tidak terbatas pada tagihan-tagihan telepon/listrik);
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Biaya-biaya lain dan pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Penerimaan Pemesanan tidak menjamin disetujuinya KPR dari Bank Pemberi Kredit;
4. Cara bayar mengikuti harga yang tertera di Daftar Harga.

Pemesan telah membaca dan mengerti seluruh syarat dan ketentuan-ketentuan Surat Pesanan ini.

Tanggerang Selatan,

Pemesan, Penerima Pesanan, Menyetujui,

LOA IIMMY KAMAIAYA LIZA JUNAIDY LEONARD SUTANTO
Pemesan Sales Executive Sales Manager
Rangkap 1 . Keuangan (bermaterai)

Rangkap 2 ;. Pembeli

Rangkap 3 ;. Marketing

PT Cowell Development Tbk.
Graha Atrium 3rd. FI., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410
(t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919

! —
Cert No.: ID101587



SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PEMESANAN :

PIHAK-PIHAK TERKAIT

Surat Pemesanan Pembelian Rumah (SPPR) ini ditandatangani oleh pihak yang mengajukan
pemesanan rumah, kavling atau ruko yang selanjutnya disebut “Pemesan”, dan disetujui oleh PT.
COWELL DEVELOPMENT TBK., sebagai pihak penerima pesanan, yang selanjutnya disebut
“Penerima Pesanan”, Kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dan menyetujui untuk
memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini.

HAL-HAL MENGENAI PEMBAYARAN

1.

Setiap pembayaran wajib dilakukan Pemesan secara penuh (tanpa potongan apapun) sesuai
dengan jadwal yang telah disepakati (apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari
libur atau hari raya nasional, maka pembayaran harus sudah diterima di rekening Penerima
Pesanan 1 (satu) hari kerja sebelumnya, baik untuk pembelian secara tunai, bertahap atau
angsuran melalui pihak Bank) tanpa perlu adanya surat tagihan atau pemberitahuan dari
Penerima Pesanan.

Setiap pembayaran (kecuali tanda jadi), dibayarkan oleh Pemesan melalui Transfer ke rekening
Penerima Pesanan atas nama: PT COWELL DEVELOPMENT TBK,, pada:

BANK BCA Cab. Atrium - Senen, IIQTISP Cab. BSD PERMATA Cab.
Jakarta Panglima Polim

No. Rek. 685-016-6372 136-010-800002 070-162-5870

Setiap pembayaran harus mencantumkan nama lengkap Pemesan, cluster, nomor unit, dan
type pada aplikasi transfer dan menyampaikan bukti transfer tersebut kepada Penerima
Pesanan melalui nomor fax: 021-5371123. Penerima Pesanan tidak bertanggung-jawab atas
uang yang diterima, bila tidak mencantumkan nama Pemesan, cluster, nomor unit, dan type.
Atas penerimaan uang mana Penerima Pesanan akan membuatkan kwitansi sebagai tanda
terima pembayaran.

Pembayaran dengan Cek/Giro Bilyet dianggap sah apabila telah dicairkan ke rekening
Penerima Pesanan.

Apabila Pemesan terlambat dan atau lalai melakukan pembayaran yang sudah disepakati maka
Pemesan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1 %o (satu permil) tiap hari
keterlambatan, dihitung dari jumlah uang yang harus diterima oleh Penerima Pesanan.

Apabila dalam jangka waktu 15 hari kalender sejak menandatangani Surat Pesanan ini

Pemesan tidak melakukan penambahan pembayaran dan/atau lalai melakukan pembayaran
dalam jangka waktu maksimal 45 (empat puluh lima) hari kalender, maka pesanan ini dengan
sendirinya menjadi batal.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan yang dilakukan sebagai akibat dari
penolakan KPR oleh Bank, maka Penerima Pesanan akan melakukan pengembalian dengan
ketentuan bahwa apabila pembayaran yang telah dilakukan kurang dari atau sama dengan
15% (limabelas persen) dari total harga jual yang telah dibayar oleh Pemesan, maka seluruh
uang tersebut tidak dapat dikembalikan karena sebab atau alasan apapun dan menjadi hak
Penerima Pesanan sepenuhnya. Dalam hal pembayaran telah melebihi 15% (limabelas persen)
dari total harga jual, maka pengembalian akan dilakukan setelah dikurangi 15% (limabelas
persen) atas harga jual dan dikurangi pajak-pajak yang telah disetor kepada pemerintah atas
selisih tersebut, dengan ketentuan pengembalian uang mana baru dapat dilakukan kepada
Pemesan setelah unit rumah / kavling / ruko yang bersangkutan telah terjual kepada pihak
ketiga.

Untuk kepentingan pembatalan tersebut para pihak sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

PENGALIHAN HAK

1.

Pengalihan hak dan kewajiban dari Pemesan kepada pihak lain sebelum ditandatanganinya
Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT dapat dilakukan dengan ketentuan Pemesan wajib
memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari Penerima Pesanan.

Apabila Pemesan mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak lain, maka Pemesan akan
dikenakan biaya Pengalihan Hak sebesar 3 % (tiga persen) dari Harga Jual atau Nilai Jual

Ocowell



Obyek Pajak (NJOP) - dipakai mana yang lebih tinggi dan dikenakan pajak-pajak yang
mengacu kepada ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

SERAH TERIMA

1. Penerima Pesanan wajib menyerahkan rumah / kavling / ruko kepada Pemesan dalam jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pesanan ini, dengan masa
tenggang waktu keterlambatan 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal serah terima
yang telah ditentukan.

2. Dalam hal terjadi keterlambatan serah terima di luar ketentuan butir 1 diatas dan/atau di luar
kondisi force majeur sebagaimana diatur dalam SPP]JB yang akan ditandatangani kemudian,
maka Penerima Pesanan wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 %. (satu permil) per
hari keterlambatan yang dihitung dari nilai sisa bangunan yang belum selesai.

3. Pemesan berkewajiban untuk melakukan serah terima bangunan dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kalender terhitung sejak Penerima Pesanan mengirimkan pemberitahuan
secara tertulis kepada Pemesan dan serah terima tersebut akan dituangkan dalam suatu Berita
Acara Serah Terima (BAST). Untuk maksud tersebut Pemesan wajib memenuhi semua
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Penerima Pesanan termasuk
harga jual, denda, dan kewajiban pembayaran lainnya. Apabila Pemesan tidak hadir dan tidak
menandatangani BAST atas rumah / kavling / ruko karena sebab/alasan apapun, maka
Pemesan dianggap menyetujui dan mengakui bahwa penyerahan rumah / kavling / ruko telah
dilakukan, dan dalam hal demikian bukti pengiriman surat Pemberitahuan Serah Terima
sudah merupakan bukti yang cukup bahwa serah terima rumah / kavling / ruko telah
dilaksanakan pada hari ke-15 (lima belas) setelah tanggal pemberitahuan tersebut
disampaikan.

4. Terhitung sejak tanggal serah terima rumah / kavling / ruko dilakukan, maka segala resiko dan
tanggung jawab atas rumah / kavling / ruko termasuk kewajiban pembayaran biaya utilitas
(listrik, air, telepon) serta biaya-biaya pemeliharaan (IPL, iuran RT/RW, dll) sepenuhnya
beralih menjadi beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh Pemesan.

5. Masa pemeliharaan atas rumah / kavling / ruko adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak
saat tanggal serah terima dan atau sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh
Pemesan, kecuali Pemesan sudah melakukan perubahan dan atau renovasi atas bangunan.

LAIN-LAIN
1. Pemesan menjamin kebenaran alamat yang disampaikan dan wajib memberitahukan setiap
perubahan alamat kepada Penerima Pesanan. Perubahan alamat yang tidak diberitahukan
kepada Penerima Pesanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemesan.
5. Hal-hal lain yang belum diatur dalam surat ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (SPP]B) yang dibuat secara terpisah paling lama 14 (empat belas) hari
sejak tanda jadi diterima Penerima Pesanan.

Pemesan menyatakan dengan ini telah membaca, mengetahui dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam
Syarat-syarat dan Ketentuan Pesanan ini dan kemudian baik Pemesan dan Penerima Pesanan menandatangani
dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga),
masing-masing satu untuk Pemesan dan dua untuk Penerima Pesanan yang merupakan satu kesatuan yang
mengikat dan tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan Pembelian Rumah.

Tangerang, ,2012

PT. COWELL DEVELOPMENT TBK PEMESAN

Landa tankan d& nama jobas tinida bamgean & nama pelas Pardd bangan & pama el
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : LOA JIMMY KAMAJAYA
NIK :3172023101580012
Alamat : JI. Agung Utara I Blok E No. 29 Rt.004 Rw. 018 Kel. Sunter Agung

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Untuk selanjutnya disebut “Pemberi Pernyataan”

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemberi Pernyataan adalah pembeli Tanah dan Bangunan seluas 90m?/71m?,
terletak di Blok D2/No.28 Komplek Perumahan Laverde, berlokasi di Desa Jelupang,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut “Tanah
dan Bangunan”) sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor
0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei 2012 juncto Perjanjian Penegasan atas
Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei

2012 (selanjutnya disebut sebagai “PPJB”) antara Pemberi Pernyataan dengan PT
Cowell Development, Tbk. (“Developer”).

Bahwa Pemberi Pernyataan bermaksud mengalihkan hak dan kewajiban atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana tercantum pada PPJB, kepada :

Nama : MUSA HARTANTO

NIK : 3518082603890001

Alamat : J1. Lengkong No. IC Rt.001 Rw.017 KEI. Banaran Kec. Kertosono
Kabupaten Ngajuk Jawa Timur

Untuk selanjutnya disebut “Penerima Pengalihan”.

Bahwa Pemberi Pernyataan dalam melakukan pengalihan atas Tanah dan Bangunan
tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan dari istri Pemberi Pernyataan.

Bahwa Pemberi Pernyataan dengan ini setuju untuk mengalihkan serta menyerahkan
segala hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan PPJB kepada Penerima
Pengalihan, dan menjamin Penerima Pengalihan akan menerima pengalihan hak dan
kewajiban tersebut serta menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PPJB,
sehingga selanjutnya Penerima Pengalihan menggantikan kedudukan Pemberi Pernyataan

dalam PPJB.
i) ﬂc..Paraf



5. Bahwa dikarenakan sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, Pemberi Pernyataan
belum pernah menandatangani akta Jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang berwenang,
maka Pemberi Pernyataan dengan ini melepaskan haknya kepada Penerima Pengalihan
untuk dapat menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT yang ditunjuk oleh
Developer. Akta jual beli dapat ditandatangani setelah Penerima Pengalihan
menyelesaikan segala kewajibannya dengan baik dan setelah sertipikat hak atas Tanah

dan Bangunan telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam
PPIB.

6. Bahwa Pemberi Pernyataan tidak pernah atau belum pernah memindahkan
/menjaminkan/mengalihkan hak dengan cara bagaimanapun dalam bentuk apapun kepada
pihak ketiga lain. Lebih lanjut, Pemberi Pernyataan dengan ini menjamin bahwa tidak ada
pihak lain yang dapat menuntut atau menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau
turut mempunyai hak atas Tanah dan Bangunan tersebut.

7. Bahwa Pemberi Pernyataan berjanji untuk membebaskan PT Cowell Development, Tbk.
selaku Developer dari segala resiko atau akibat hukum yang timbul maupun akan timbul
sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban atas Tanah dan Bangunan
ini. Lebih lanjut, Pemberi Pernyataan dengan ini berjanji untuk tidak akan melakukan
klaim, tuntutan, gugatan dalam bentuk apapun atau karena sebab apapun baik di dalam

maupun di luar pengadilan sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan dalam
Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan apapun dari pihak
manapun, apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,

maka Pemberi Pernyataan bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum atas pernyataan yang
disampaikan.

Serpong, 26 November 2018

Pemberi Pernyataan Menyetujui,

LOA JIMMY KAMAJAYA MUSA HARTANTO

(y %araf



Serpong, 5 November 2018

Perihal ~ : Permohonan Pengalihan Hak dan Kewajiban atas Tanah dan Bangunan

Kepada Yth. :

PT COWELL DEVELOPMENT, Tbk
Cowell Tower, Lantai 3, Senen Raya No.135
Jakarta — 10410

Up. : Bapak/Ibu Bagian Sales Admin
Dengan hormat,

Bersama ini, saya :

Nama : LOAJIMMY KAMAJAYA
NIK :3172023101580012
Alamat : JI. Agung Utara I Blok E No. 29 Rt. 004 Rw. 018 Kel. Sunter Agung

Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara '

Selaku pembeli atas Tanah dan Bangunan pada Komplek Perumahan Laverde di Blok D2/No.28,
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor 0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27
Mei 2012 juncto Perjanjian Penegasan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor
0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 27 Mei 2012 (selanjutnya disebut sebagai “PPJB™),
bersama ini hendak mengajukan permohonan untuk mengalihkan hak dan kewajiban terhadap
pembelian Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam PPJB, kepada :

Nama : MUSA HARTANTO
NIK : 3518082603890001
Alamat : J1. Lengkong No. IC Rt.001 Rw. 017 Kel. Banaran Kec. Kertosono

Kabupaten Nganjuk Jawa Timur.
- selanjutnya disebut “Penerima Pengalihan”).

Sehubungan dengan permohonan pengalihan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas,
baik saya maupun Penerima Pengalihan bersedia untuk tunduk pada seluruh ketentuan yang
tercantum dalam PPJB maupun segala prosedur yang diwajibkan oleh PT Cowell Development,
Tbk selskn Developer, termasuk diantaranya untuk menandatangani dokumen-dokumen yang
diperdukan, membayarkan biaya-biaya yang dipersyaratkan sechingga dapat terlaksananya
pengalihan hak dan kewajiban dimaksud.

Dm&l Permohonan ini saya buat, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima

Yang Mengalihkan

AYA ,0 '
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TRIPA

Memberikan yang terbaik

No. : 001097/DN/0S/12/18 PREMIUM NOTE

Tql. 29 Desember 2018

Date

ReflNo : 0001211800619

No. Polis - 10901211802047

Policy No.

Nama & Alamat Tertanggung : PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSEROQO) TBK LOAN & CENTER (LNC) JAKARTA CABANG
Name & Address of Insured BSD QQ MUSA HARTANTO (DPLO0004)

GEDUNG BNI BSD LANTAIL 3
JL. PAHLAWAN SERIBU, KAV. SUNBURST LOT 1-5
LENGKONG GUDANG, BSD CITY, TANGERANG

Jangka Wakiu . 26/11/2018 - 26/11/2043 Jenis Asuransi . POLIS STANDAR ASURAN
Period Type of Insurance KEBAKARAN INDONESIA

éa{atan { Notes ' Perincia_n { Details

| Please pay the amount shown in this Premium Note immediately to finalize the Premi - IDR 2,087,400.00
transaction. Payment should be made with a crossed cheque in the name PT. | Premium -
| ASURANSI TRI PAKARTA or transferred to our current account with one of the | Premi Netto * IDR 2.087.400.00

following bank :

- BNI MELAWAI( DEPOSIT) Acc. No. 0017383960 | Net Premium

| Biaya Polis : IDR 25,000.00
Policy Cost

| Biaya Materai : IDR 6,000.00 |
Duty Cost

| Jumlah : IDR 2,118,400.00
Total

PT. ASURANSI TRI PAKARTA
Please indicate the Policy No or Note No in the message column on the transfer slip, should payment be |

made using bank transfer, Tanda Tangan yang Berwenang
. PRDO0CO0O!
Nota Premi ini bukan merupakan tanda bukti pembayaran {BEODIEEB-90C5-411 A-AECI-AAB441141 BE1).rpt /
This Premium Nate is not a receipt. DHIDG
O ey Mo 4
o Ty PT. ASURANSI TRI PAKARTA
JAKARTA SELATAN
KOWMP SENTRAARTERI MAS | JL SULTAN ISKANDAR MUDA NO 108,
KEBAYORAN LAMA

Ph.021-7293310 Fax.021-7293312



PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN
DAN PEMBERIAN KUASA
Nomor : 217.
~t—5€ag_£;ri ini, Senin, tanggal 26-11-2018 (dua puluh -
enam November dua ribu delapan belas). --—-——-——————------—-
- Pukul 15.10 WIB (Waktu Indonesia Barat). --—-———————-
- Berhadapan dengan saya, DESRA NATASHA WARGANEGARA, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota -
Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan ------

disebutkan pada bagian akhir akta ini. --—-—-—-———---——-—-—-

I. Tuan MUSA HARTANTO, lahir di Nganjuk, pada tanggal -

26-03-1989 (dua puluh enam Maret seribu sembilan---
ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara--------
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di---
Kabupaten Nganjuk, Jalan Lengkong nomor 1C, Rukun--
Tetangga 001, Rukun Warga 017, Desa Banaran, —————--
Kecamatan Kertosono, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan 3518082603890001, —--
untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan. --
-Dalam hal ini tidak terikat perkawinan yang sah ---
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan yang ----
dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tanggal —-
hari ini, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta -
ini, karenanya untuk melakukan tindakan hukum dalam

akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun

—



-Selanjutnya disebut: ------------ - - - - - - - - - - -\ ——\—\————
—————————————————— PENERIMA KREDIT ---——————————————
Nyonya RATIH HAPSARI DEWI, Pemimpin Cabang Bumi ----
Serpong Damai dari perseroan terbatas yang akan ----
disebut, lahir di Madiun, pada tanggal 15-01-1969 --
(lima belas Januari seribu sembilan ratus enam-----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -
tinggal di Kota Tangerang Selatan, Villa Bintaro ---
Regensi H-1/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012,
Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok —----
Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3674035501690004. —~————-—--—-———~
-Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut
berdasarkan Surat Keputusan PT BANK NEGARA -———--—---
INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Jakarta —-
Bumi Serpong Damai Nomor KP/953/WJB/1/R, tanggal —-
17-04-2017 (tujuh belas April dua ribu tujuh ------
belas), dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan berserta perubahan-perubahannya yang ----
terakhir sebagaimana termaktub dalam akta nomor 52,
tanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu----
delapan belas), yang dibuat dihadapan FATHIAH -—----
HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang----
telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -

nomor AHU-AH.01.03-0215738, tanggal 25-06-2018 (dua

—




I
puluh lima Juni dua ribu delapan belas), serta yang

telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi —-
Manusia Republik Indonesia dengan keputusan nomor -
AHU-0012962.AH.01.02. Tahun 2018 (dua ribu delapan
belas) tanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua
ribu delapan belas) dan karenanya berwenang ————---
bertindak untuk dan atas nama PT. BANK NEGARA -----
INDONESIA (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan ----
berkantor Pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal --
Sudirman Kavling 1. —-———--="""-"——""—-————-——————————

-Selanjutnya disebut : ----------—--—--—-—————————

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan

identitas yang diperlihatkan. ---——---—-—---———-—-—-—————-——-

-PENERIMA KREDIT dan BANK dengan ini menerangkan ------

terlebih dahulu: -----——----"""-""""-""—"-""-"—"—"——"———————————

2.

. Bahwa antara PENERIMA KREDIT dengan BANK telah -----

ditanda tangani Surat Perjanjian Kredit yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal hari ini,
Nomor BSD/2.2/2018/PK/0274/GRIYA, —-—————————————————
berikut perikatan-perikatan lainnya yang diberikan -
oleh BANK dikemudian hari. ----———--—----------—--——~
Bahwa guna menjamin pembayaran sebagaimana mestinya
hutang dan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK ---
yang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kredit ---
tersebut diatas, maka PENERIMA KREDIT memberikan —---

jaminan berupa tanah dan bangunan rumah tinggal yang

—)

3



I
terletak di Perumahan Serpong Park Laverde, Cluster

Lunaire Blok D2 nomor 28, seluas lebih kurang 71 m2
(tujuh puluh satu meter persegi), terletak di ------
Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan -

Serpong Utara, Kelurahan Jelupang. - - —————————-------

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kedua belah
pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :--

-PENERIMA KREDIT dengan ini menyerahkan kepada BANK dan
BANK dengan ini menyatakan menerima penyerahan dari
PENERIMA KREDIT sebagai jaminan, yaitu berupa: --——-——----
-Tanah dan Bangunan rumah tinggal, seluas kurang
lebih 71 m2 (tujuh puluh satu meter persegi), —--
terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Tangerang
Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan ----
Jelupang, yang diperoleh PENERIMA KREDIT —-——---
berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli ----
(PPJB) vyang dibuat dibawah tangan, bermaterai --
cukup, tanggal 27-05-2012 (dua puluh tujuh Mei -
dua ribu dua belas) nomor 0009/COWELL--—-——-—-——-—-—
SPLV/V/2012, dan Perjanjian Pengalihan atas ----
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Penegasan --
Perjanjian Pengikatan Jual Beli nomor ———-——------
0009/COWELL-SPLV/V/2012, tanggal 26-11-2018 (dua
puluh enam November dua ribu delapan belas). ---

-Berikut bangunan yang berdiri diatasnya dan ---

—



I
fasilitas-fasilitasnya yang menurut sifatnya, --

tujuan/peruntukan/kebiasaannya dan menurut -----
ketentuan Undang-Undang dianggap sebagai benda -
tidak Dbergerak dan merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari tanah -—-——-----
tersebut, setempat dikenal sebagai Perumahan ---

Serpong Park Laverde, Cluster Lunaire Blok D2 --

-Untuk Pemberian Jaminan tersebut pada pasal 1 diatas,
PENERIMA KREDIT dengan 1ini telah menyerahkan kepada
BANK, dan BANK dengan 1ini menyatakan telah menerima
surat-surat vyang Dberkaitan dengan Barang Jaminan
tersebut diatas.------------ - - - - —— - ———————————
——————————————————————— Pasal 3 ---—-——-————-—————————=-
PENERIMA KREDIT menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut
adalah benar-benar hak miliknya, bebas dari sitaan oleh
pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta tidak -----
dijaminkan secara bagaimanapun kepada pihak 1lain dan
PENERIMA KREDIT menjamin bahwa BANK tidak akan--------
mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain -
yang menyatakan mempunyai hak atas Barang Jaminan -----
tersebut baik sebagai pemilik atau sebagai pemegang ---
jaminan dan oleh karena itu BANK dibebaskan oleh -———---
PENERIMA KREDIT dari segala tuntutan atau gugatan-----

tersebut dan selanjutnya PENERIMA KREDIT membebaskan --

—
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I
dan mengambil alih segala tanggung jawab dalam bentuk

apapun juga yang dipertanggung jawabkan atau dibebankan
kepada BANK sebagai akibat tuntutan atau gugatan -----

tersebut. --------------"-----"\\-"-"---------——\—\—\—"—\—~\—~—~—~—-

-Bilamana PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajibannvya -
atau lalai membayar kembali hutang dan kewajiban-------
kewajibannya kepada BANK sebagaimana yang ditentukan --
dalam syarat-syarat Perjanjian Kredit (PK) dan--------
perikatan-perikatan lainnya yang diberikan BANK, BANK -
berhak dan dengan ini diberi kuasa, kuasa mana ----—----
merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan
dari Perjanjian ini, dan oleh karena itu kuasa tersebut
tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir ---
karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 ----
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menjual Barang
Jaminan tersebut kepada siapapun juga, dan-—-—----------
dengan harga serta menurut syarat-syarat yang dianggap
baik oleh BANK, baik secara dibawah tangan maupun -----
melalui lelang dimuka umum dan melakukan segala sesuatu
yvang dianggap perlu guna melaksanakan penjualan --
tersebut tanpa tindakan yang dikecualikan, antara lain
tetapi tidak terbatas untuk : --——--——--——-"---"—------—-———

1. Menentukan syarat-syarat penjualan, menentukan harga

penjualan, menentukan pembeli, menerima uang ———-----
pembayaran harga penjualan, memberikan tanda ——-----

penerimaan uang, menyerahkan apa yang dijual kepada

—)



I
yang berkepentingan dan selajutnya memperhitungkan -

hasil penjualan Barang Jaminan tersebut -————-——---—-
untuk melunasi hutang PENERIMA KREDIT berupa hutang
pokok berikut bunga, bunga tunggakan, denda -------
kelebihan tarik (overdracht) dan segala biaya -----
(biaya-biaya) lain yang dibebankan BANK kepada ----
PENERTMA KREDIT., —-=-=-=-—==—-—-—————————————————————————
2. Menghadap dimana perlu, baik instansi pemerintah ---
maupun swasta dan pejabat-pejabatnya antara lain---
tetapi tidak terbatas kepada Pejabat Pembuat Akta --
Tanah (PPAT), Notaris, Kantor Lelang Negara, —-—-—----
memberikan keterangan keterangan, membuat atau suruh
membuat, menandatangani Surat-Surat atau Akta-Akta -

yang diperlukan. ---—----—-—---——————————————————————

———————————————————————— Pasal 5§ ---———--———--———-—-——-
1. Apabila BANK akan melaksanakan penjualan Barang ----
Jaminan yang diserahkan sebagai jaminan------------
kredit tersebut maka PENERIMA KREDIT berjanji untuk
melepaskan penguasaan atas Barang Jaminan -—---—-—-----
tersebut, mengosongkan, serta menyerahkan kepada ---
BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak -
tanggal Surat Pemberitahuan BANK kepada PENERIMA ---
KREDIT untuk maksud penjualan Barang Jaminan —-—------

tersebut., -------------------------"-"-----\——\—\—\—\—~—~—~——

2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan dan untuk
pelaksanaan hal tersebut dalam ayat 1 Pasal ini----

sepenuhnya menjadi beban PENERIMA KREDIT dan tidak -

—



dapat diperhitungkan dengan hasil penjualan Barang -
Jaminan tersebut. ------------ - - - —————"——"—"-"—"——"—"—-"—————
----------------------- Pasal 6 —-————-—-———————————————-
-Bilamana dari hasil penjualan Barang Jaminan yang----
diserahkan sebagai jaminan kredit tersebut setelah ----
diperhitungkan dengan hutang PENERIMA KREDIT masih ---

terdapat kelebihan, maka BANK wajib untuk mengembalikan

-Perjanjian Penyerahan Jaminan Dan Pemberian Kuasa ini-
dengan sendirinya berakhir apabila seluruh hutang ----
PENERIMA KREDIT telah dilunasi vyang dibuktikan dengan
tanda pelunasan yang diberikan oleh BANK kepada ------
PENERIMA KREDIT. —-—-—===———————— - ———— — —————
——————————————————————— Pasal 8 -—-——-—-----———————————-
1. Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PENERIMA -
KREDIT dan BANK memilih tempat kediaman hukum yang -
umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan -----

Negeri Tangerang di Tangerang. ——————-———————————————

2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal —-———-—----

ditandatangani oleh kedua belah pihak. --———--------—-
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -------
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas para----
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada
yvang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya-—------

Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditanda

—



I
tangani akta ini timbul sengketadengan nama dan dalam -

bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka ---
para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji

mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -------
bersedia menanggung risiko yang timbul dan dengan ini -
para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya
Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan
memikul, baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum -
yang timbul karena sengketa tersebut. ----------——--""--—-—-
-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti,
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan
paraf di setiap halaman dalam akta ini.------——-------——-
———————————————————— DEMIKIAN AKTA INI - ——————————————
- Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ----
tanggal dan tahun seperti tersebut pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh : - --—---—--"---"--"-"--"-"---—-
- Tuan DACHRI ILMAN ALAMI, lahir di Jakarta, pada —-----
tanggal 09-03-1976 (sembilan Maret tahun seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh enam (09-03-1976), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Tangerang, Jalan Raden Saleh, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 001, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan ---
Karang tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan —---
Nomor Induk Kependudukan 3671120903760002. —————=———-———
- Nyonya HAZAMIH, lahir di Jakarta, pada tanggal ------
15-11-1971 (lima belas November tahu seribu sembilan --

ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, —————--

—



I
Karyawan Swasta, bertempat di Jakarta Barat, Kampung--

Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan--
Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --------

3173055511710004, untuk sementara berada di Kota------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ditanda-
tangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. - - -—————"--"-"""""""""""""""
-Para penghadap selain menandatangani akta ini, juga--
membubuhkan cap ibu jari kedua tangannya kanan dan kiri
mereka pada kertas tersendiri yang dilekatkan pada --
minuta akta ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan akta ini. ------------- - - - - - - ———-——-
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----——------——--
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.----—-------——-

—
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BNI

Tangerang Selatan, Ua DEC 2018

Nomor . WJB/6.2/ 4885
Lamp.

Kepada

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Bumi Serpong Damai

Gd BNI It. 1 dan 3

JI Pahlawan Seribu, Kav Sunburst Lot 1-5
Ltengkong Gudang, BSD City

Tangerang Selatan

Hal : Keputusan atas Pengajuan PSJT Tidak Sesuai Ketentuan Calon Debitur an. Musa
Hartanto

Surat KC BSD No.BSDJ2.1/3815/2018 tanggal 13 November 2018

Menunjuk surat tersebut diatas perihal pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Cfm Surat KC BSD No. BSD/2.1/3815/2018 tanggal 13 November 2018, Saudara
mengajukan PSJT Tidak Sesuai Ketentuan atas debitur sbb:

o Nama Debitur - Musa Hartanto
e Produk : BN! Griya

2 Cfm Nota Intern WJB No.NI/WJB/6.2/439 tanggal 27 November 2018, Setuju dikenakan
biaya PSJT sebesar 0,5% pada masa fixed rate dan setelah masa fixed rate.

3 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami harapkan Saudara sbb:
a. Memproses lebih lanjut biaya PSJT an Musa Hartanto
b. Lain-lain sesuai ketentuan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
ilayah Jakarta BSD%\/ h

d

driani
onsumers: - o

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk
Kantor Wilayah Jakarta BSD, Lt.7

. Pahlawan Seribu Kav SunburstI ot 1-5,
lengkong Gudang, BSD Citv Serpong,

Tangerang Selatan 15310, Indonesia
www.bm co.id
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WALIKOTA TANGERANG SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : %48.3/263-BP27T/201%
TENTANG

UIN MENDIRIKAN BANGUNAN
WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Membaca © Surat  Pemwhonan  ljiin  Mendiikan Bangunan (IMB) dan
FI. COWELL DEVELOPMENT, Tbk / A ) YUDI AFFAND]
vang didaftarkan pada nm:i 23 / : 012  Nomo
C 003670030125102012. - By %

h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
or 125, ?amMm Lembaran N’e@n Republik Indmcm
undug-uuang Nomoe 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Kedua

ams Undang Undang Nemor 37 Tahun 2004 tentang Femenntahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomaor 48447

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 remiang Penstsan Ruasng

{Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4715

i Undeng Undseg (2]



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemibentukan Kota
Tangerang Selatan di Provinsi Banien {Lembaran Negara Repubbik
indonesiz Tahun 2008 Nomor 158, Tambahasn Lembwren Negsra
Republik Indonesta Nomeor 4933);

. Undang-Undang Nomar 25 Tabun 1004 wntang Pelayanan Publi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 112
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 50885

Undang-Undang Nomer 28 Tahun 20059 wntang Pajak Daerah dan
Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 50493

UMMNmnmmmm&n
Pengelolasn Lingkungan Hidup (Lembaran Ncm Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Thnashun !m Megars
Republik Indonesia Nomor S059);

Provingi dan Pemenintah Da Ka
Negara Repobitk |

Lembaran Negara Rqaubﬁ‘ W

Kabupaten ‘I‘maem:s Nomor 11 Tabun 2006
’ '!‘ fun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Dacrah
) A angerang Nomor 1106);

14 PoN gt .szn Kabupater: Tangerang Nomor 12 Tahus 2006

tentang Garis Sempadan (Lembaran Dastah RKabupaten Tangerang
Tahun 2006 Nomer 12, Tambaban Lembzran Daerah Kabepaten
Tangerang Nomor 1208),

. Peraturan Dacrah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahus 2010
tentang Organisasi Perangka: Daecrah Kota Tangerang Selatan (Benta
Daerah Kota Tangerang Selatan Tabun 2010 Nomor 6);

16 Persruman (3]



Memperhatikan :

K.ESATU

1¢.
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WEM USKAN

Peraturan Daerah Kota Tamgerang Selatan Nomor 14 Tahen 2011
tentang Penyclenggaraan dan Retribusi ljin Mendirkan Bangunan
{Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomer 14,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1411);

. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011

tentang Rencana Tatn Ruang Wilivah Dasnah Ko Tangoang
Seiatan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daersh Kot Tangerang
Selatan Tahun 20§11 Nomor 15, Tambahas Lembaman Daenb
Nomor 1511}

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 46 Tahup 2009
tentang Pemberiskuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupad
?mmaxmrwsammmm
Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 46).

7N

Peraturan Walikota Tw Sdnn NW’/ 47 ,_

T‘Wm Tahun | h £ No or 3 Sy

* Bangunan Berw untuk banguran Perumahen dibenian

PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk

Nama Pemohon < AHMAD YUDI AFFANDI
Jabatan Legal Consumer Manager
Alamat Ruko Melad Mas Square  Blok  AJ/E,

Kel. Jelupanng Kec Serpong Uwues, Kou
Tangerang Sclatan.



Dengan perincian sebagai berikut
1. Bare
{80 Unir}
Type 106 (12 Unit)
Blok D-1 No.1.5,7,9,11,124,21. 234,25,30.32. )34

- Bangunan Lt = 0OM x 12umit = SM400M
- Terds = T5M x 1lupn = 90,72 M2
- Carport = [35M x 2unit = 162,00 M3
- Septictank = 100bh x 2unit = 12,005k
- nan L1 2 = 43200 x 12unit = 5184000
- Balkon = 430M x 12upe = 54,00 M?
Type 106 (12 Unit)

c Blok D1 N2.26.810,122525.27.2931.33 35
+ Bangunan Le }
« Teras
- Campont
- Septictank
- Bangunan L1 2
- Balkon

Type 106 (3 Uniz)
Blok D1 Ne 33A.19

3200w
T8 M0

1350m
100 bl

4320 MY
450 M°

1 unit
1 unie
1 van

L T
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I wmt

E
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Type 108 &3
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Type 106 (1 Uni)
Blok DI Ne 15

- Bangunanlt} = 5200 M
- Teras = 7156 M
+ Carport = 1350M
- Septictank = L00bh
- Bangunan [12 = 4320M°
- Balkon =  450M

funit = 52,00 M}
Tunit = 7.56 M?
funt = 13508
lugit = 1,00tk
lumit = 3120 M
lenit = 450 M

O = M W M

Type 106 (1 Unis
Blok D No I7

- W om W o=

. Banpmml{t,: = 430m
- Balkon

Zuan = - BB 4DA
= 4 50 Zunit = G 00 M3
Type 106, i)



Type 106 (1 Unit)
Blok D-1 No.22
- BangunanLt.1 = 5200M' x lunit = 52,00 M
- Teras = 756 M* x lunik = 7,56 M?
- Carport = 1350M?* x lonit = 13,50 M?
- Septictank = 1,00bh x lumit = 1,00 bh
- Bangunan Lt.2 = 4320M° x lunt = 43,20 M7
- Balkon = 450 M* x lunit = 4,50 M?
Type 106 (1 Unit)
Blok D-1 No.26
- Bangunan Lt.1 = 52,00 M?
- Teras = 7,56 M*
- Carport = o, 13,50 M*
- Septictank = 1,00 bh
- Bangunan Lt.2 - 43,20 M?
- Batkon - 450M
Type 106 (1 Uniz)
Blok D-1 No.36
- Bangunan Lt.1 52,00 m°
- Teras 7,56 M?
- Carport 13,50 M°
1,00 bh
43,20 M
4,50 M?
52,00 M?
7,56 M?
1350 M? x lunit = 13,50 M?
100bh x lunit = 1,00 bh
4320M2 x lunit = 43,20 M*
450M! x lunit = 4,50 M?




Type 106 (1 Unit)
Biok -2 No 7
- BangunanLtl = S200M x jumt = S200M
- Teras a 7560 x lumn = 156 M6
- Caspont = 1350M x lunit = 1350M
- Septictank = LO0bh x lumit = [00bh
- Bangunan 112 = 4320M x lunit = 432008
- Balkon = 450M x lumt = 450M
Type 106 (1 Unis} -~
Biok D-2 No.8 A N
- Bangumanlil = S200M° x /lunits = 52000
- Tens = 736M f lusoan hsew
O 4 %.. 1 ( M
00 bb
©20w
4,50
52,00 W
756 M8
13,50 M
10060
9320M
o WMS
52.00 ¢
7.56 M
13,56 M
1,006k
320
450

Type 108..... (8



PN P——

Type 106 (1 Univ)

Blok [3.2 30 22

- BangunanLi} = 5200M x lunk = 52,006
Teras = 756M x lunit = 156 MY
- Carport = I1350M x lunit = 13,50 M¢
- Seprictank = L00bh x lemr = 10050
- Bangunan L+2 = 43200 x lumit = 43208
- Balkon - 450M x lumit = 4,50 M
Type 106 (16 Unit)

.ﬁuD-?Malj,.i.{..‘i.ﬁﬁ,IO.;’!.J.Z,JZA,I&J?,.I&!DM}
- Bangunan Lv1 = S5200M x léumit = BR200M

- Teras = TE8M x l6unit = 12096 M7

- Carport = 1350M x umit B 218,00

- Septictank = 100bh x/16umitun,

‘Basgunanlel = W 4 m@'"

il 2 /e v

mmm

Bisk DI Ne£789

- Bangunan Lt ! 390 00 M2

- Teras 109,20 M2
175,50 M
13808h
390,00 M¢
2,00 M
30,00 M
BA0 M
13,50 M
1,00 b
30,00 M2
4,00 M

Type 1065




Type 71 (1 Unis)
Bl DING 5

- Bapgunan 1.0}
- Teras

- Carport

- Bangunan Le2
- Balkon

30,00 M2
8,40 M2
13,50 M*
100kb
3,00 M2
4,50 M*

E R

i et
1 wnae
1 ot
1 unit
! unis

1 unit

#

L]

e ———

30,00 M
34008
13,50 M8
1,05 bh

36,00 M
4.50;)4:“

T —

Type 71 (1 Unit)
Blok DS No 9

- Bangunan Lt}
- Teras

Type 96 (£ Uniz)
Bick D-SNo. 11817,18

- Teras

Fa

- BangunanLe 1’ j}

20,80 M?
54,00 M
4,00 bh
153,60 M?
16,00 M?

60.00 M+
16,80 M?
27,00 M?
2,00 b
60,00 M2
8,00 M2

KEDUA. (3

P




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Syarat-syarat lain yang harus di 5‘%» : g

¢ Hin Mendmkmﬁang 118

10

: Lokasi/letak bangunan yang diberikan Ijin Mendirikan Bangunan

adalah :

a. Terletak di Peramahan Serpong Park Laverde Kelurahan Jelupang
Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

b. Berada di atas tanah : Sertipikat Hak Guna Bangunan
dengan nomor - 872, 873, 884, 875, 818 876 887 tanggal
14 Desember 1992;
- 1456, 1453, tanggal 16 Agustus 1994;
. 3643, 3620, 3621, 3622, 3659, 3660, 3661,
3623, 3625, 3626, 3627,
tanggal 9 januari 1998,

Ijin Mendirikan Bangunan scbagaimana mmakmd Diktum KESATU dan
KEDUA harus memenuhi ketentuan Pmm%?md&n& -undangan
yang berlaku.

Bangunan adalah sebagai berikut

4. Bangunan harus sesuai d;ﬂgan ra@éah» W
telah disetujui oleh Badan ng?mg *ﬂmjm ]
Tangerang Selatan. ' '

ditempel / dxpang-pada 16kast i

: *“f\z

sebagai suaru l'uk unqg .

n W 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkannya Ijin
iffkan Bangunan ini, idak ada kegiatan pelaksanaan pekerjaan,
maka ijin tersebut batal dengan sendirinya.

b. Apabila kemudian hari terjadi peralihan/mutasi bangunan, maka

pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Badan Pelayanan
Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan untuk mendapat [jin
Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru.

KEENAM..... (1)



R

KEENAM ¢ Dalam hal pemegang Ijin Mendirikan Bangunan tdak memenuhi
ketentuan-ketentuan tersebut diaras, maka ljin Mendirikan Bangunan ini
akan dicabut dan kepada pemegang ijin akan diambil tindakan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 12 Februari 2013

T

WALMNGERANG SELATAN
gy

K\ :

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kota Tangerang Sclatan
2. Kepala Dinas Pendapatan Pm@eio
3. Camat Serpong Utara.

Kepada

Aiamat : Ruko Melati Mas
Kel. Jelupang, X

| Blok/Kev. . D233
Type Rumab: 3

No, lzia

[N

: O Y483 tar /2,
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
EABTPATEN KOTA

AANGERANG NELATAN.
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PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

ﬁ

a) HAK GunnBamum
No. : 12292
Desa / Kel. - Jalupang

Tgl. berakhirnya hak :
30 Scptember 2027

h) NIB 28.07.3506.12478
Letak Tanah
Blok - D2 No.28

f) NAMA PEMEGANG HAK

PT. COWELL DEVELOPMENT » Thk.
(Berkedudukan di Jakarta Pusat) -

Tanggal lahir / aktu pendirian

Tgh 29 Juns 2010 No. 169 dibuat olelh ARYANTI ARTISARI, SH.,
M Kn Notaris di Jakarta.

¢} ASAL HAK

|, “Heomvers

2, Pemboriandie

3 Pemecahan / Pemisahan /
Rongpabangan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

—

1. Daftar Isian 202
Tgl.
No.

?J

Surat Keputusan
) 7] AR Lk i
NO, 7 siees

3. Permohonun Pemecshan /
Pemisuhan / Leoggabucgan bidang
Tul 03 Juli 2018
No.

¢) PEMBUKUAN

Tangerang Selatan, 01 September 2015

)\n. _Kepal; e e .. ‘ ey bo

Kabupaian / Kota
Pit. Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah

tud

JEMMY D. WINERUNGAN, A.Ptnb.
NIP 19660626 198603 1 (02

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

¢) SURATUKUR
Tel. UK Juli 2015
No. 706/ Jalupang 7 2015

Luas. G0 M?
| Sembilan puiuh meler parsegs )

Tangerang Sclatan, 01 September 2015

An. Kepala Kuntor Pertanahan
“Hnbmpeten / Kota
_Tangerang Selatan,.
pn chnln Seksi Hak Tanah dan

i) PENUNJUK

- DL301 No. 28748 / 111/ 2015 tanggal 03 Juli 2013
- Pemisubun / Pemecahin dari HGB. No, 3627 / Jalupang.

= Apabile Hak Guna Bangunan i akua dislilvkan kepoda pihak lain baik schegiun atau selunihnys kecual kepada konsumen
harus mendapatkan iin tertulis den Kepala Kaitor Pertanuhon Kota Tangerang Selatuny




BT 234486

2 DAFTAR ISIAN 07
2 8% 01% 38% 0 6° 31202 9 NIB : 2407350612478 .~
SURAT UKUR
Nomor ©  00706/Jalupang/2015
SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Provinsi - Benten ‘
Kabupaten / Koty - angerang Selatan
Kecamatin SERPONG UTARA
Desa/Kelurahan © Jalupang ' - e e _
Peta ©  DIGITAL Nomor Peta Pendaftaran @ 48.2-32,088-05

Lémbar Kotak @ 4F

Keadaan Tanah @ Sebidang tanah darat untuk perumahan

Tanda-sanda batss - Patok Beton berdiri diatas batas - batas tanah dan telah memenuhi ketentuan Pasal
22 PMNA / Kepala BPN No. 3 tahun 1997

Luas © 90 m2 (Sembilan Puluh Meter Persegi) ¢

-

Penunjukan dan penetapun bau»: : ‘
Penunjuk batas oleb - :PT.COWELL DEVELOPMENT. Tbk.
TARYONO DAN AHMAD (Sebagai Kuasa)
Penetapan batas oleh : MOHAMAD TESIR sebagai Petugas Ukur
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Hal lain - fain : SumUlmrim vak ] danGambarSimasi,TmmllS November 1997
 aspiar e~ s NG 33772/ga,l.upangll997 HakGunangmNo 3627/ Jalupang T et ot _
 Dimohonoleh  : PT.COWELL DEVELOPMENT.TbK, '

_ ‘Diuku'r.dandikhmhgr,_oieh : MOHAMAD TESIR
Daftar Isian 302 1w!  03/07/2015 : No.  6561/2015

Daftar Fsigin 307 141 31 A6 206 S 0 .- B0
Tanggal Penomorun Surat Ukur 08/07/2015
UNTUK SERTIPIKAT Tangerang Selatan , 08/07/2015
Tangerang Selatan, 01 September 2015 Kepala Seksi Survei. Pengukuran dan Pemetaan
AN K o ptadeagtor Bianarors ‘Kantor Pestanahan
j Q.","» Kabupaten / Kota
: -Tangerang Selatan -
1
SUDARMAN HARJASAPUTRA S.T.
¢ NIP 197503272002121004
Peminahan
Lihat surat ukur  Pengesbungin
Penggants
Nomor @ i _ LA 0 M ~Nomor hak :
Dikelearkan surat ukur - Nonor
O Sisa luas
Tanggal Nuomor i hak oo,
[
!
!
|
{
|
Sisanya divraikan dalany surat ukur Nomor : . Nomaor hak :
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